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ABSTRAK 

        Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke 

waktu maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan 

akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan saja. Kebutuhan untuk 

mempercantik atau memperindah diri pun sekarang menjadi prioritas utama di dalam 

menunjang penampilan sehari-hari. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik 

banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara 

memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau 

aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat.  

 

       Penelitian ini menganalisis suatu permasalahan dimana permasalahn tersebut 

diantaranya, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran 

kosmetik ilegal dan yang kedua bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku 

usaha yang memasarkan dan mengeluarkan produk kosmetik secara ilegal. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal 

 

        Along with the development of science and technology over time, the needs of 

human life are increasingly growing as well. Not only the need for boards, clothing, food, 

health and education only. The need to beautify or beautify yourself is now a top priority 

in supporting daily appearance. A woman's desire to always look beautiful is widely used 

by irresponsible business people by producing or trading cosmetics that do not meet the 

requirements or rules that exist to be circulated to the public. 

 

       This study analyzes a problem where the problems include, how is the legal 

protection for consumers against the circulation of illegal cosmetics and secondly what is 

the form of accountability for businesses that market and issue illegal cosmetic products. 

 

Keywords : Legal Protection, Consumer Protection, Illegal Cosmetics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Kecantikan adalah suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan 

khususnya kepada kaum wanita. Seiring dengan berjalannya waktu, pada 

masyarakat saat ini terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik, menawan 

dan sempurna, merupakan hal yang wajar. Tidak hanya itu saja, di era modern saat 

ini masyarakat tidak hanya menuntut perkembangan teknologi yang berkembang 

pesat, namun juga nilai-nilai kecantikan serta keindahan terhadap penampilannya.1 

Untuk menggapai keinginan tersebut tidak sedikit para wanita bersedia 

menghabiskan uangnya untuk mempercantik dirinya dengan membeli serangkaian 

produk kosmetik dengan harga yang ekonomis serta melakukan perawatan seperti 

pergi ke salon, klinik kecantikan, tempat spa dan bermacam tempat-tempat 

kecantikkan yang lain. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwa setiap orang 

usianya akan semakin bertambah tua, dan setiap orang akan mengalami proses 

penuaan, yang banyak orang berasumsi jika penuaan dimulai sejak usia 30 tahun, 

padahal sebenarnya penuaan dimulai sejak usia 20 tahun. Berdasarkan alasan 

tersebut, terlihat bahwa setiap wanita mempunyai kemauan yang besar untuk tampil 

menawan dan tidak cepat menua, sehingga kaum wanita membeli sesuatu produk 

kosmetik yang harganya 

 

 

 
 

1 Mitsui, New Cosmetic Science. (Netherland : Elsevier Science B.V., 1997), h.3. 

 

1 



2 
 

 

 

 

 

 

sangat ekonomis dan hasilnya praktis tanpa memperhatikan aspek keamanannya 

seperti efek samping serta ingredientsnya. 

Kosmetik yang diperoleh dengan harga yang ekonomis pantas dicurigai sebab 

tidak terdapatnya nomor izin edar dari BPOM, tidak terdapatnya tanggal 

kadaluwarsa, dan tidak terdapatnya label bahan kosmetik. Sebab biayanya yang 

relatif ekonomis, dan juga mudah dibeli dan ketersediaan barang di pasaran begitu 

luas sehingga kosmetik tanpa izin edar dapat dengan mudah dikonsumsi atau 

digunakan oleh masyarakat. Izin edar tersebut merupakan bentuk persetujuan 

pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk 

tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia. Semua produk kosmetik 

yang akan dijual di wilayah Indonesia , baik yang berasal dari dalam negeri maupun 

yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor 

ijin edar yag dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM 

untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi 

permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. 

Memandang perihal tersebut diatas, maka banyak pelaku usaha mengambil 

keuntungan untuk menciptakan produk kosmetik dengan mencampurkan bahan- 

bahan yang harganya lebih ekonomis, sehingga kosmetik yang dipasarkannya dapat 

memiliki harga yang lebih terjangkau dari harga pasar kosmetik yang sejenis (tipe 

yang sama), dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Sehingga 

pelaku usaha banyak yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak ramah 

untuk digunakan dalam pembuatan produk kosmetik dan mengesampingkan 

dampak atau efek samping jika memakai produk-produk tersebut. 
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Para pelaku usaha berupaya membuat serta mendesain kosmetiknya supaya 

tampak meyakinkan seperti produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan dan 

terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perihal ini yang 

menyebabkan banyaknya produk kosmetik ilegal yang tersebar di pasaran. Menurut 

dokter spesialis kulit dan kelamin dari klinik kecantikan ZAP, dr. Anestesia Tasia, 

SpKK, kosmetik yang ilegal artinya belum diuji oleh BPOM, dan juga tidak 

diketahui apakah kandungannya aman atau tidak bagi kulit.2 Ketidaktahuan 

konsumen akan ulah pelaku usaha yang curang atau bandel dengan menetapkan 

harga yang ekonomis dan tidak menyadari dampak atau efek yang ditimbulkan dari 

kosmetik tersebut. 

Akibat penggunaan kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang 

berbahaya kepada konsumen akan menyebabkan kulit kemerah-merahan atau iritasi 

kulit. Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM atau mengandung 

bahan berbahaya, menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik tersebut tidak aman 

untuk digunakan karena belum melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu 

tahap untuk memperoleh nomor registrasi atau izin edar. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 

tentang Notifikasi Kosmetika. Dijelaskan pada Bab VI Pasal 18 ayat (1 dan 3) 

sebagai berikut setiap industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha 

perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib melakukan 

penarikan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan. 

 

 

 

2 Hendra Gunawan,“Waspadai Kandungan Kosmetik Ilegal’’, 6 April 2018. 



4 
 

 

 

 

 

 

Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan harus dimusnakan. 

Menurut BPOM terdapat sebagian produk kosmetika yang mengandung bahan 

berbahaya yaitu Hidrokinon dan pewarna dilarang, Merah K3 dan Merah K10. 

Pemakaian kosmetika yang mengandung Hidrokinon bisa menimbulkan iritasi 

kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta ochronosis (kulit berwarna 

kehitaman). Pewarna Merah K3 dan Merah K10 ialah bahan yang berisiko 

menimbulkan penyakit kanker (bersifat karsinogenik, merkuri, asam retinoat dan 

rhodamine). BPOM telah membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut. 

Hidrokinon sendiri adalah senyawa yang apabila dipakai pada produk kosmetik 

bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek 

samping yang terjadi yaitu kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan 

memiliki efek terbakar setelah memakai hidrokinon. 

Maka dari itu kepada produsen yang memproduksi dan importir yang 

memasukkan produk mengandung bahan berbahaya dan/atau ilegal ke wilayah 

Indonesia, diperintahkan untuk melakukan pencabutan produk dan produk tersebut 

harus dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Dijelaskan 

pada Bab VI Pasal 18 ayat (1 dan 3).3 

 

 

 

 

3 https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning- 

Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan- 

Dilarang-Tahun-2021.html 

https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html
https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html
https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html
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Konsumen yang sering mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa seperti terbakar 

pada kulitnya yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Perihal tersebut terjadi 

karena minimnya pemahaman atau pengetahuan oleh konsumen mengenai 

komposisi (ingredients) yang terkandung di dalam kosmetik dan dengan cara 

membaca penjelasan atau deskripsi produk yang tercantum pada packaging produk 

kosmetik, dimana dalam keterangan produk kosmetik tersebut apakah sudah 

mempunyai izin edar dari pihak BPOM atau tidak, serta mencantumkan hasil tes uji 

dermatologi. Seiring perkembangan zaman, legalitas produk dapat di deteksi dari 

barcode produk dan bisa juga dengan cara memasukkan nomor pendaftaran izin 

edar pada smartphone. Beredarnya kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya 

masih banyak diminati oleh kaum wanita, pada umumnya mereka langsung 

membeli kosmetik tersebut tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk 

yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.4 Kosmetik tersebut 

biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui 

online shop, karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang 

murah dari pada di drugstore terpercaya.5 

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Undang- 

Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai kewajiban 

pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangannya, sebagai berikut : 

 

 

 

4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014. Hlm 6. 

 
5 Edtriana Meliza, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan 

Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru 

Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10. 
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A. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

 
B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, 

dan pemeliharaan. 

C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

D. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

 
Faktanya, produk kosmetik yang dipasarkan oleh pelaku usaha tidak memenuhi 

standar kualitas, meskipun pemerintah telah mengatur standar tersebut, namun 

pelaku usaha tetap tidak memperhatikan hak konsumen dalam memenuhi standar 

keamanan tersebut. Ahmad Miru juga menggarisbawahi bahwa peredaran produk 

kosmetika dengan atau tanpa izin edar seringkali dijadikan peluang untuk 

memperoleh keuntungan tersendiri, yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan niat 

buruk tanpa mengutamakan konsumen, karena keadaannya yang tidak 

menguntungkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui 

perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar 

di BPOM. Maka berdasarkan uraian diatas, judul yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah 

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal 

Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”. 
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B. Rumusan Masalah : 

 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran 

kosmetik ilegal? 

2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap 

peredaran kosmetik ilegal? 

C. Tujuan Penelitian : 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai penulis dalam penulisan ini maka apa yang dituangkan disini 

diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, sebagai berikut : 

Tujuan Umum : 

 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran 

kosmetik ilegal dalam perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pelaku 

usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal. 

Tujuan Khusus : 

 
1. Adapun tujuan khusus sebagai persyaratan akademik penelitian ini ditujukan 

untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. 

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 
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D. Manfaat Penulisan : 

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut : 

 
1. Manfaat Teoritis : 

 
1. Mafaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan terkait dengan 

perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran kosmetik ilegal dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

2. Manfaat teoritis lainnya adalah manfaat bag agi penulis yaitu dapat mengetahui 

bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan kosmetik dan 

bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha. 

2. Manfaat Praktis : 

 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha 

dalam menangani masalah perizinan kosmetik dan obat-obatan dan bagi korban 

untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran obat-obatan serta 

kosmetik ilegal dan berbahaya atau kasus yang serupa dimasa yang akan datang. 
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E. Kajian Pustaka : 

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 
Perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari tindakan yang 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta 

menciptakan ketertiban dan ketentraman. 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh 

hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum 

ditujukan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat, perlindungan kepentingan tertentu cara untuk membatasi 

berbagai kepentingan.6 

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan 

terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dalam bentuk 

apapun dan dari pihak manapun. 

 

 

 
 

6 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 

54.
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2. Korban 

 
A. Pengertian Korban 

 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

perbuatan yang mencari kepuasan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi korban. 7 Pengertian korban juga tercantum 

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban (UUPSK), juga mngatur definisi korban sebagai “seseorang yang 

mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana”. 

Pengertian mengenai korban juga dapat dijumpai dalam Perundang-Undangan 

pidana Indonesia, antara lain : 

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga : 

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan 

dalam lingkup rumah tangga. 

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi : 

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 

penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, mengalami 

 
 

 
 

7 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993. 
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pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. 

3. Peralturaln  Pemerintalh  No.  2  Talhun  2002  tentalng  Taltal    Calral    Perlindungaln 

terhaldalp Korbaln daln Salksi dallalm Pelalnggalraln Halk Alsalsi Malnusial   yalng Beralt : 

Korbaln  aldallalh  oralng  perseoralngaln  altalu  kelompok  oralng  yalng  mengallalmi 

penderitalaln  sebalgali  alkibalt  pelalnggalraln  halk  alsalsi  malnusial       yalng  beralt  yalng 

memerlukaln perlindungaln fisik daln mentall dalri  alncalmaln, galnggualn,  teror, daln 

kekeralsaln pihalk malnalpun. 

Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah : 

 
1. Setiap orang. 

 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental. 

 
3. Kerugian ekonomi. 

 
4. Akibat tindak pidana. 
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B. Tipe-Tipe Korbaln : 

 
Menurut  Schalfer  daln  Sepalrovic,  sebalgalimalnal      dikutip    Dikdik  M.  Alrief 

Malnsur daln Elisaltris Gultom, korbaln dalpalt dikelompokkaln ke dallalm 6 (enalm) 

klalsifikalsi, yalitu : 

Al. Unrelalted victims yalitu korbaln yalng tidalk aldal    hubungalnnyal     salmal     sekalli 

dengaln  korbaln,  misallnyal     paldal     kalsus  kecelalkalaln  pesalwalt.  Dallalm  kalsus  ini 

talnggung jalwalb sepenuhnyal    terletalk paldal   pelalku. 

B. Provocaltive victims yalitu seseoralng yalng secalral     alktif mendorong dirinyal  

menjaldi korbaln, misallnyal    paldal    kalsus selingkuh, dimalnal    korbaln jugal   sebalgali 

pelalku. 

C. Palrticipalting victims yalitu seseoralng yalng tidalk melalkukaln perbualtaln alkaln 

tetalpi dengaln sikalpnyal    justru mendorong dirinyal   menjaldi korbaln. 

D. Biologicallly  wealk  victims  yalitu  merekal       yalng  secalral        fisik  memiliki 

kelemalhaln yalng menyebalbkaln ial   menjaldi korbaln. 

E. Sociallly wealk victims yalitu merekal   yalng memiliki kedudukaln sosiall yalng 

lemalh yalng menyebalbka ln ial   menjaldi korbaln. 
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C. Halk Korbaln : 

 
Berdalsalrkaln  Palsall  5  Undalng-Undalng  No.  13  Talhun  2006  Tentalng 

Perlindungaln Salksi daln Korbaln, halk-halk korbaln alntalral   lalin : 

1. Memperoleh  perlindungaln  altals  kealmalnaln  pribaldi,  Kelualrgal,  daln  halrtal  

bendalnyal, sertal    bebals dalri A lncalmaln yalng berkenalaln dengaln kesalksialn yalng 

alkaln, sedalng, altalu telalh diberikalnnyal. 

2. Ikut sertal    dallalm proses memilih daln menentukaln bentuk perlindungaln daln 

dukungaln kealmalnaln. 

3. Memberikaln keteralngaln talnpal   tekalnaln. 

 
4. Mendalpalt penerjema lh. 

 
5. Bebals dalri pertalnyalaln yalng menjeralt. 

 
6. Mendalpalt informalsi mengenali perkembalngaln kalsus. 

 
7. Mendalpalt informalsi mengenali putusaln pengaldilaln. 

 
8. Mendalpalt informalsi dallalm hall terpidalnal    dibebalskaln. 

 
9. Diralhalsialkaln identitalsnyal. 

 
10. Mendalpalt identitals balru. 

 
11. Mendalpalt tempalt kedialmaln sementalral. 

 
12. mendalpalt tempalt kedialmaln balru. 
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3. Perlindungaln Konsumen 

 
Al. Pengertialn Perlindungaln Konsumen : 

 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan mengandung 

sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang 

berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Peralturaln   Perundalng-Undalngaln   yalng   menjelalskaln   tentalng   pengertialn 

perlindungaln konsumen terdalpalt paldal   Palsall 1 alyalt (1) Undalng – Undalng Nomor 

8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen yalng menyaltalkaln “Perlindungaln 

konsumen   aldallalh   segallal             upalyal             untuk   menjalmin   kepalstialn   hukum   untuk 

memberikaln perlindungaln kepaldal    konsumen”. 

Perlindungaln   konsumen   memberikaln   sualtu   bentuk   perlindungaln   balgi 

konsumen  alpalbilal     terjaldi  kerugialn  selalmal     menggunalkaln  balralng  daln/altalu  jalsal. 

Sedalngkaln pengertialn konsumen jugal   telalh dialtur dallalm Palsall 1 alyalt (2) Undalng- 

Undalng  Nomor  8  Talhun  1999  Konsumen  aldallalh  merekal     yalng  menggunalkaln 

balralng daln/altalu jalsal   yalng telalh tersedial  di malsyalralkalt, untuk kepentingaln sendiri, 

kelualrgal, daln oralng lalin, sertal  malkhluk hidup lalin daln tidalk bualt diperdalgalngkaln. 

Istilalh  konsumen  beralsall  dalri  terjemalhaln  kaltal     customer,  yalng  secalral     halrfialh 

beralrti   kaltal         customer   aldallalh   (lalwaln   dalri   produsen)   setialp   oralng   yalng 

menggunalkaln balralng tersebut. 
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Perlindungaln  Konsumen  terdiri  dalri  2  (dual)  alspek  yalng  dalpalt  dijelalskaln 

sebalgali berikut : 

1. Perlindungaln dilalkukaln dallalm hall mencegalh kemungkinaln penyeralhaln balralng 

daln/altalu jalsal    yalng tidalk sesuali dengaln kesepalkaltaln, altalu. melalnggalr ketentualn 

undalng-undalng   yalng   berlalku.   Dallalm   hall   ini   termalsuk   persoallaln-persoallaln 

mengenali  penggunalaln  balhaln  balku,  proses  produksi,  proses  distribusi,  desalin 

produksi,  daln  sebalgalinyal,  alpalkalh  telalh  sesuali  dengaln  stalndalr  sehubungaln 

kealmalnaln  daln  keselalmaltaln  altalu  tidalk.  Sertal       persoallaln  tentalng  balgalimalnal  

konsumen mendalpaltkaln penggalntialn jikal   timbul kerugialn mengkonsumsi produk 

yalng tidalk sesuali. 

2. Perlindungaln dilalkukaln dallalm hall diberlalkukalnnyal   persyalraltaln yalng tidalk aldil 

kepaldal   konsumen. Hall ini berkalitaln dengaln malsallalh periklalnaln, promosi, stalndalr 

kontralk, halrgal, daln lalin-lalin. Selalin itu jugal    berkalitaln dengaln perilalku produsen 

dallalm proses produksi daln peredalraln produk. 

Sebalgalimalnal       Palsall  64   Undalng-Undalng   Nomor   8   Talhun   1999  tentalng 

Perlindungaln   Konsumen   menyaltalkaln   balhwal          semual          pengalturaln   peralturaln 

perundalng-undalngaln daln pedomaln yalng aldal    paldal   salalt diundalngkalnnyal    undalng- 

undalng  ini  dinyaltalkaln  tetalp  substalnsiall  selalmal      tidalk  dikontrol  secalral    eksplisit 

daln/altalu tidalk bertentalngaln dengaln pengalturaln undalng-undalng ini. Segallal   upalyal  

yalng  ditujukaln  untuk  melindungi  konsumen  tersebut  tidalk  halnyal     memerlukaln 

tindalkaln   pencegalhaln,   tetalpi   jugal          tindalkaln   represif   dallalm   setialp   alspek 

perlindungaln. 
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Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen, 

dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan 

kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan 

konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup komponen akses 

dan informasi yang terbuka serta menjamin kepastian hukum. 

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

pelaku usaha pada umumnya. 

3. Meningkat kualitas barang dan pelayanan jasa. 

 
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan 

menyesatkan. 

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainya. 
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B.  Alsals daln Tujualn Perlindungaln Konsumen : 

 
Berdalsalrkaln  Undalng-Undalng  Nomor  8  Talhun  1999  tentalng  Perlindungaln 

Konsumen,  Palsall  2  mengaltur  limal      alsals  perlindungaln  konsumen.  Alsals-alsals 

tersebut aldallalh sebalgali berikut : 

1. Alsals   Malnfalalt   :   Algalr   semual        upalyal        dallalm   melalksalnalkaln   perlindungaln 

konsumen halrus memberikaln malnfalalt yalng terbalik kepaldal   seluruh konsumen daln 

pelalku usalhal. Paldal  alkhirnyal  tidalk diperbolehkaln halnyal  sallalh saltu pihalk saljal  yalng 

mendalpalt untung altalu malnfalalt, sementalral    pihalk lalin mendalpaltkaln kemallalngaln. 

2. Alsals  Kealdilaln  :  Menjelalskaln  balhwal     permalsallalhaln  altalu  sengketal    konsumen 

paldal   umumnyal    tidalk disebalbkaln oleh kesallalhaln pelalku usalhal, tetalpi jugal    dalpalt 

disebalbkaln oleh kesallalhaln konsumen yalng terkaldalng tidalk talhu alkaln komitmen 

daln kewaljibaln merekal. Konsumen daln produsen/pelalku usalhal  dalpalt bertindalk aldil 

dengaln memperoleh halk daln menjallalnkaln kewaljibalnnyal   secalral    setalral. 

3. Alsals Keseimbalngaln :  Memberikaln kesetalralaln  alntalral   halk daln kewaljibaln daln 

konsumen  untuk  mendalpaltkaln  malnfalalt  yalng  setalral        dalri  penegalkaln  hukum 

perlindungaln konsumen. 

4. Alsals  Kealmalnaln  daln  Keselalmaltaln  :  Memberikaln  jalminaln  hukum  yalng  salh 

balhwal   konsumen alkaln mendalpaltkaln malnfalalt dalri balralng yalng merekal   konsumsi 

daln  menggunalkaln,  seballiknyal      balhwal      balralng  tersebut  tidalk  alkaln  menggalnggu 

ketentralmaln, kealmalnaln hidup, daln sumber dalyal, seperti halrtal    bendal. 

5. Alsals  Kepalstialn  Hukum  :    Untuk  memberikaln  kepalstialn  hukum  yalng  salh 

sehinggal  pelalku usalhal   daln konsumen tunduk paldal  hukum daln melalkukaln halk daln 
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kewaljibaln merekal    demi  memperoleh kealdilaln. Talnpal     halrus memalksalkaln tugals 

malupub talnggung jalwalb kepaldal   sallalh saltu pihalk, daln negalral   memalstikaln aldalnya l  

hukum yalng salh/kepalstialn hukum. 

Selalin menjelalskaln mengenali alsals-alsals dialtals, aldalpun Peralturaln Perundalng- 

Undalngaln  yalng  menjelalskaln  mengenali  tujualn  perlindungaln  konsumen  terdalpalt 

paldal   Palsall 3 Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 yalng bertujualn : 

1. Meningkaltkaln  kesaldalraln,  kemalmpualn  daln  kemalndirialn  konsumen  untuk 

melindungi diri. 

2. Mengalngkalt  halrkalt  daln  malrtalbalt  konsumen  dengaln  calral    menghindalrkalnnyal  

dalri ekses negaltif pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal. 

3. Meningkaltkaln  pemberdalyalaln  konsumen  dallalm  memilih,  menentukaln,  daln 

menuntut halk-halknyal    sebalgali konsumen. 

4. Menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur kepalstialn 

hukum daln keterbukalaln informalsi sertal   alkses untuk mendalpaltkaln informalsi. 

5. Menumbuhkaln  kesaldalraln  pelalku  usalhal     mengenali  pentingnyal      perlindungaln 

konsumen  sehinggal        tumbuh  sikalp  yalng  jujur  daln  bertalnggungjalwalb  dallalm 

berusalhal. 

6. Meningkaltkaln  kuallitals  balralng  daln/altalu  jalsal     yalng  menjalmin  kelalngsungaln 

usalhal      produksi  balralng  daln/altalu  jalsal,  kesehaltaln,  kenyalmalnaln,  kealmalnaln,  daln 

keselalmaltaln konsumen. 
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C. Halk daln Kewaljibaln Konsumen : 

 
Berdalsalrkaln Palsall 4 Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln 

Konsumen, halk-halk konsumen alntalral    lalin : 

1. Halk  altals  kenyalmalnaln,  kealmalnaln,  daln  keselalmaltaln  dallalm  mengkonsumsi 

balralng daln/altalu jalsal. 

2. Halk untuk memilih balralng daln/altalu jalsal     sertal    mendalpaltkaln balralng daln/altalu 

jalsal   tersebut sesuali dengaln nilali tukalr daln kondisi sertal   jalminaln yalng dijalnjikaln. 

3. Halk altals informalsi ya lng benalr, jelals, daln jujur mengenali kondisi daln jalminaln 

balralng daln/altalu jalsal. 

4. Halk untuk didengalr pendalpalt daln keluhalnnyal    altals balralng daln/altalu jalsal   yalng 

digunalkaln. 

5. Halk  untuk  mendalpa ltkaln  aldvokalsi,  perlindungaln,  daln  upalyal       penyelesalialn 

sengketal   perlindungaln konsumen secalral    paltut. 

6. Halk untuk mendalpalt pembinalaln daln pendidikaln konsumen. 

 
7. Halk  untuk  diperlalkukaln  altalu  dilalyalni  secalral       benalr  daln  jujur  sertal       tidalk 

diskriminaltif. 

8. Halk untuk mendalpaltkaln kompensalsi, galnti rugi daln/altalu penggalntialn, alpalbilal  

balralng  daln/altalu  jalsal      yalng  diterimal     tidalk  sesuali  dengaln  perjalnjialn  altalu  tidalk 

sebalgalimalnal    mestinyal. 

9. Halk-halk yalng dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal. 
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Untuk  menjalmin  hall  tersebut  malkal     konsumen  diberikaln  halk  untuk  memilih 

balralng   daln/altalu   jalsal         yalng   dikehendalkinyal         berdalsalrkaln   altals   keterbukalaln 

informalsi   yalng   benalr,   jelals,   daln   jujur.   Jikal        terdalpalt   penyimpalngaln,   yalng 

merugikaln, konsumen berhalk untuk didengalr, memperoleh aldvokalsi, pembinalaln, 

perlalkualn yalng aldil, kompensalsi salmpali galnti rugi. Secalral     umum dikenall aldal   4 

(empalt) halk dalsalr konsumen, yalitu : 

1. Halk untuk mendalpaltkaln kealmalnaln ( The Right To Salfety) : Halk memperoleh 

kealmalnaln   ditujukaln   untuk   perlindungaln   konsumen   dalri   pemalsalraln   balralng 

daln/altalu jalsal   yalng membalhalyalkaln keselalmaltaln jiwal   konsumen. 

2. Halk untuk mendalpaltkaln informalsi (The Right To Be Informed) : Dallalm hall ini 

konsumen dibalntu dengaln halk mendalpaltkaln informalsi, terutalmal   paldal   pemalsalraln 

produk melallui iklaln sehinggal    terdalpalt balnyalk hall yalng dalpalt menjaldi falktor di 

lualr dalri diri konsumen. 

3. Halk untuk memilih (The Right To Choose) :  Konsumen berhalk memperoleh 

informalsi  lengkalp  daln  detalil  mengenali  produk  daln/altalu  jalsal      yalng  ditalwalrkaln 

dengaln penuh kejujuraln. Dallalm hall ini, informalsi dalpalt diperoleh secalral   lalngsung 

malupun secalral  umum melallui berbalgali medial  komunikalsi algalr tidalk menyesaltkaln 

konsumen. 

4. Halk untuk didengalr (The Right To Be Healrd) : Menjalmin konsumen balhwal  

kepentingaln  konsumen  halrus  diperhaltikaln  oleh  pemerintalh,  termalsuk  untuk 

didengalr   dallalm   pembualtaln   kebijalksalnalaln   mengenali   perlindungaln   hukum 

terhaldalp konsumen. 
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4. Pelalku Usalhal  

 
Al. Pengertialn Pelalku Usalhal  

 
Pelalku  usalhal       merupalkaln  istilalh  yuridis  dalri  produsen.  Pelalku  usalhal  

bialsalnyal    dialrtikaln sebalgali pengusalhal    yalng dalpalt menghalsilkaln balralng altalu 

jalsal. Definisi tersebut mencalkup produsen professionall seperti grosir, pemalsok 

daln pengecer. Pengertialn pelalku usalhal   dallalm Malsyalralkalt Eropal   (khususnyal  

di Belalndal), yalitu pelalku usalhal   yalng memenuhi syalralt aldallalh : 

- Produsen produk jaldi. 

 
- Produsen balhaln balku. 

 
Pengertialn pelalku usalhal  menurut Palsall 1 alngkal  (3) Undalng-Undalng Nomor 

8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen aldallalh setialp oralng peroralngaln 

altalu  baldaln  usalhal,  balik  yalng  berbentuk  baldaln  hukum  yalng  didirikaln  daln 

berkedudukaln   altalu   melalkukaln   kegialtaln   dallalm   wilalyalh   hukum   Negalral  

Republik Indonesial. 

Balik sendiri malupun bersalmal-salmal  melallui perjalnjialn menyelenggalra lkaln 

kegialtaln usalhal   dallalm berbalgali bidalng ekonomi. Menurut penjelalsaln Palsall 1 

alyalt     (3)   Undalng-Undalng   Perlindungaln   Konsumen   pelalku   usalhal       yalng 

termalsuk dallalm pengertialn tersebut meliputi perusalhalaln, korporalsi, BUMN, 

koperalsi, importir, pedalgalng, distributor daln lalin-lalin. 
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B. Halk Pelalku Usalhal  

 
Halk  Pelalku  Usalhal      yalng  dialtur  dallalm  Palsall  6  Undalng-  Undalng  No.  8 

Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln Konsumen alntalral   lalin : 

1) Halk   untuk   menerimal        pembalyalraln   yalng   sesuali   dengaln   kesepalkaltaln 

mengenali    kondisi    daln    nilali    tukalr    balralng    daln/    altalu    jalsal          yalng 

diperdalgalngkaln. 

2) Halk untuk mendalpalt perlindungaln hukum dalri tindalkaln konsumen yalng 

beritikald tidalk balik. 

3) Halk untuk melalkukaln pembelalaln diri sepaltutnyal    di dallalm penyelesalialn 

hukum sengketal   konsumen. 

4) Halk  untuk  rehalbilitalsi  nalmal    balik  alpalbilal     terbukti  secalral     hukum  balhwal  

kerugialn  konsumen  tida lk  dialkibaltkaln  oleh  balralng  daln/  altalu  jalsal      yalng 

diperdalgalngkaln. 

5) Halk-halk  yalng  dialtur  dallalm  ketentualn  peralturaln  perundalngundalngaln 

lalinnyal. 

Halk-halk  pelalku  usalhal       dimalksudkaln  untuk  menciptalkaln  kenyalmalnaln 

berusalhal   balgi palral   pela lku usalhal   daln sebalgali keseimbalngaln altals halk-halk 

yalng diberikaln kepaldal   konsumen. 
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5. Kosmetik 

 
Al. Pengertialn Kosmetik 

 
Menurut Palsall 1 alngkal   4 Undalng-Undalng Nomor 36 Talhun 2009 tentalng 

Kesehaltaln  daln  Tenalgal     Kesehaltaln  menjelalskaln  balhwal     :  “Sedialaln  falrmalsi 

aldallalh obalt, balhaln obalt, obalt traldisionall, daln kosmetikal”. 

Pengertialn  kosmetik  menurut  Fedrall  Food  Cosmetic  Alct  (1985)  yalitu 

balhaln   altalu   calmpuraln   balhaln   untuk   digosokkaln,   diletalkkaln,   ditualngkaln, 

dipercikkaln, altalu disemprotkaln paldal, dimalsukka ln dallalm, dipergunalkaln paldal  

baldaln malnusial    dengaln malksud untuk membersihkaln, memelihalral, menalmbalh 

dalyal   talrik daln mengubalh rupal   daln tidalk termalsuk golongaln obalt. Zalt tersebut 

tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan.8 

Kosmetik dallalm Keputusaln BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Talhun 2003 

tentalng Kosmetik Palsall 1 alngkal    (1) menyaltalkaln : “Kosmetik aldallalh balhaln 

altalu  sedialaln  yalng  dima lksudkaln  untuk  digunalkaln  paldal    lualr  tubuh  malnusial  

(epidermis, ralmbut, kuku, bibir daln orgaln genitall balgialn lualr) altalu gigi daln 

mukosal        mulut   terutalmal        untuk   membersihkaln,   mewalngikaln,   mengubalh 

penalmpilaln altalu memperbaliki balu baldaln altalu melindungi, memelihalral   tubuh 

paldal   kondisi balik”. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ny. Lies Yul Achyar, “Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran”, Majalah Cermin Dunia 

Kedokteran, http://www.scribd.com diakses pada tanggal 12 Desember 2014. 

http://www.scribd.com/
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Aldal     beberalpal    pengertia ln  yalng  diberikaln  oleh  palral     alhli  mengenali  kosmetik 

tersebut : 

Al. Tralnggono 

 
Menurut  Tralnggono,  kosmetik  aldallalh  balhaln-balhaln  yalng  digunalkaln  untuk 

memberikaln dalmpalk kecalntikaln daln kesehaltaln balgi tubuh. 

B. Walsitalaltmaldjal 

 

Menurut Walsitalaltmaldjal, kosmetik beralsall dalri kaltal    Kosmein (Yunalni) yalng 

beralrti “berhials”. Balhaln yalng dipalkali dallalm usalhal    untuk mempercalntik diri 

dalhulu diralmu dengaln ba lhaln-balhaln allalmi yalng beralsall dalri allalm yalng beraldal  

disekitalrnyal. Sekalralng ini, kosmetik tidalk halnyal    dibualt dalri balhaln allalmi saljal  

tetalpi jugal   balhaln-balhaln non allalmi altalu bualtaln (balhaln kimial) dengaln malksud 

untuk mempercalntik diri. Paldal   mulalnyal   kosmetik merupalkaln sallalh saltu segi 

ilmu pengobaltaln altalu ilmu kesehaltaln, sehinggal    palral    palkalr kosmetik dalhulu 

aldallalh  palkalr  kesehaltaln  seperti  talbib,  dukun,  balhkaln  penalsehalt  kelualrgal  

istalnal. Dallalm perkembalngalnnyal, telalh terjaldi pemisalhaln alntalral   kosmetik daln 

obalt, balik dallalm jenis, efek salmping, malupun lalinnyal. 
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B. Malnfalalt Kosmetik balgi Konsumen 

 
Kosmetik balnyalk digunalkaln oleh konsumen yalitu untuk pembersih, 

 
pelembalb,  pelindung,  penipis,  rials  altalu  dekoraltif,  sertal     untuk  wewalngialn  yalng 

bertujualn  untuk  mempercalntik  diri.  Kegunalalnn  kosmetik  untuk  kesehaltaln  da ln 

kecalntikaln alntalral   lalin sebalgali berikut : 

1. Kosmetik   pemelihalralaln   daln   peralwaltaln   kulit   :   Kosmetik   bergunal        untuk 

mencegalh timbulnyal  kelalinaln kulit sertal  mempertalhalnkaln kealdalaln kulit yalng balik 

algalr tidalk berubalh menjaldi buruk. 

2. Kosmetik   rials   altalu   dekoraltif   :   Digunalkaln   untuk   merials   altalu   menutup 

kekuralngaln paldal  kulit sehingal  menghalsilkaln penalmpilaln yalng lebih menalrik sertal  

menalmbalh kepercalyalaln diri. Peraln zalt pewalrnal    daln pewalngi salngalt besalr dallalm 

kosmetik  dekoraltif.  Kosmetik  dekoraltif  terbalgi  menjaldi  dual,  yalitu:  Kosmetik 

dekoraltif  yalng  menimbulkaln  efek  paldal       permukalaln  daln  pemalkalialn  sebentalr 

misallnyal   bedalk, lipstik, blush on, eyes shaldow daln lalin-lalin. Kosmetik dekoraltif 

yalng  memiliki  efek  mendallalm  daln  bialsalnyal     bertalhaln  lalmal     misallnyal     kosmetik 

pemutih kulit, calt ralmbut, penggeriting ralmbut, dalnprepalralt penghilalng ralmbut. 

3. Kosmetik walngi-walngialn (palrfum) : Untuk menalmbalh dalyal    talrik penalmpilaln 

daln menutupi balu baldaln yalng  kuralng enalk altalu sedalp. 
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C. Persyalra ltaln Kosmetik 

 
Dallalm Palsall 4 Suralt Keputusaln Baldaln Pengalwals Obalt daln malkalnaln, Balhaln 

yalng digunalkaln halrus memenuhi persyalraltaln: 

Al.  Balhaln  yalng  diizinkaln  digunalkaln  dallalm  kosmetik  dengaln  pembaltalsaln  daln 

persyalraltaln penggunalaln sesuali dengaln yalng ditetalpkaln sebalgalimalnal    tercalntum 

dallalm lalmpiraln 1. 

B. Zalt  walrnal      yalng  diizinkaln  digunalk  dallalm  kosmetik  sesuali  dengaln  yalng 

ditetalpkaln sebalgalimalnal    dicalntumkaln lalmpiraln 2. 

C. Zalt pengalwet yalng diizinkaln digunalkaln dallalm kosmetik dengaln persyalraltaln 

penggunalaln daln kaldalr malksimum yalng diperbolehkaln dallalm produk alkhir sesua li 

dengaln yalng ditetalpkaln sebalgalimalnal    tercalntum dallalm lalmpiraln 3. 

D. Balhaln   talbir   suryal         yalng   diizinkaln   digunalkaln   dallalm   kosmetik   dengaln 

persyalraltaln  kaldalr  ma lksimum  daln  persyalraltaln   lalinnyal        sesuali  dengaln  yalng 

ditetalpkaln sebalgalimalnal    tercalntum dallalm lalmpiraln 4. 
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F. Metode Penelitialn 

 
1. Jenis Penelitialn 

 

Penelitialn ini termalsuk kedallalm jenis penelitialn hukum normaltif, dimalnal  

dallalm  penelitialn  normaltif  terdalpalt  beberalpal       pendekaltaln.  Aldal       beberalpal  

pendekaltalkaln   yalkni   pendekaltaln   perundalng-undalngaln   (staltue   alpproalch), 

pendekaltaln   konseptuall   (conceptuall   alpproalch),   pendekaltaln   perbalndingaln 

(compalraltive   alpproalch),   pendekaltaln   historis   (historicall   alpproalch),   daln 

pendekaltaln kalsus (calse alpproalch). 

2. Tipe Penelitialn 

 
Tipe  Penelitialn  yalng  digunalkaln  dallalm  penelitialn  ini  yalitu  normaltif, 

dengaln mengkalji peneralpaln kalidalh - kalidalh altalu normal  - normal   dallalm hukum 

positif    yalng  kemudialn  dihubungkaln  dengaln  permalsallalhaln  yalng  menjaldi 

pokok pembahasan dalam skripsi ini. 9 

3. Pendekaltaln Malsallalh 

 

Penelitialn  ini  menggunalkaln  penelitialn  kepustalkaln  (libralry  resealrch), 

dalri peralturaln perundalng-undalngaln, buku, maljallalh, jurnall, kalryal    ilmialh yalng 

aldal   hubungalnnyal   denga ln isu hukum paldal   skripsi ini. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

9 Ibid, hlm. 184-185 
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4.  Sumber Ba lha ln Hukum 

 
Menurut Soerjono Soekalnto daln Sri Malmudji menyaltalkaln balhwal   sualtu 

penelitialn  hukum  normaltif  mengalndallkaln  paldal      penggunalaln  balhaln  hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.10 

1. Balhaln Primer : 

 
1. Kitalb Undalng -Undalng Hukum Perdaltal   (Burgelijke Wetboek). 

 
2. Kitalb Undalng – Undalng Hukum Pidalnal    (KUHA lP). 

 
2. Undalng - Undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen 

 
3. Peralturaln  Menteri  Kesehaltaln  Nomor  1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 

tentalng Izin Produksi Kosmetikal  

4. Peralturaln  Menteri  Kesehaltaln  Nomor  1176/PERMENKES/PER/VIII/2010 

tentalng Notifikalsi Kosmetikal  

5. Undalng – Undalng Nomor 13 Talhun 2006 Tentalng Perlindungaln Salksi daln 

Korbaln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 13. 
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2. Balhaln Sekunder : 

 
Balhaln  Hukum  Sekunder  aldallalh  balhaln  hukum  yalng  dalpalt  memberikaln 

penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer. Penjelalsaln tersebut berupal   : 

Al. Buku-buku / literalture 

 
B. Doktrin 

 
C. Kalryal    ilmialh 

 
D. Maljallalh daln Koraln 

 
3. Balhaln Hukum Tersier : 

 
Balhaln hukum tersier aldallalh petunjuk altalu penjelalsaln mengenali balhaln hukum 

primer   altalu   hukum   Sekunder   yalng   beralsall   dalri   kalmus,   maljallalh   daln 

sebalgalinyal. 

5. Prosedur Pengumpulaln Balhaln Hukum 

 
Balhaln hukum yalng telalh diperoleh, disusun daln diidentifikalsi, selalnjutnyal  

alkaln dipisalhkaln berdalsalrkaln klalsifikalsi yalng berhubungaln dengaln 

permalsallalhaln yalng dikemukalkaln, sehinggal    memudalhkaln untuk 

dilalkukalnnyal   alnallisis dallalm penulisaln ini. 

6. Pengolalhaln daln Alnallisis Sumber Balhaln Hukum 

 

Balhaln hukum yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln tersebut, selalnjutnyal  

diolalh    daln    dilalkukaln    alnallisis    secalral           kuallitaltif    dengaln    memberikaln 

alrgumentalsi hukum secalral    sistemaltis terhaldalp malsing-malsing kaljialn pokok 

malsallalh, sehinggal   ditemukaln sualtu jalwalbaln sebalgalimalnal    yalng dihalralpkaln. 
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G. Sistemaltikal    Penulisaln 

 

Dallalm  penulisaln  skripsi  ini  disusun  dallalm  sualtu  sistemaltikal     yalng  terdiri  dalri 

empalt balb yalng merupalkaln sualtu ralngkalialn yalng salling berkalitaln daln merupalkaln 

saltu kesaltualn yalng tidalk bisal    terpisalhkaln, yalng alntalral   lalin sebalgali berikut : 

BAlB I : Merupalkaln pendalhulualn yalng berisikaln Laltalr Belalkalng, Rumusaln 

Malsallalh,    Tujualn    Penelitialn,    Malnfalalt    Penelitialn,    Kaljialn    Pustalkal,    yalng 

memeberikaln  kejelalsaln  tentalng  keralngkal       konsepsionall  daln  keralngkal       teoritis. 

Kemudialn  metode  penelitialn  yalng  menjelalskaln  tentalng  calral       penulis  dallalm 

menyusun penelitialn ini berdalsalrkaln tipe penelitialn, pendekaltaln  malsallalh, sumber 

balhaln   hukum   daln   daltal,   prosedur   pengumpulaln   balhaln   hukum   daln   daltal, 

pengelolalhaln daln alnallisis balhaln hukum daln daltal, sertal     sistemaltikal    penulisaln. 

BAlB II : Berisi mengenali jalwalbaln dalri rumusaln malsallalh yalng pertalmal   yalitu 

mengenali bentuk perlindungaln hukum balgi korbaln terhaldalp peredalraln kosmetik 

ilegall. 

BAlB III : Berisi mengenali jalwalbaln dalri rumusa ln malsallalh yalng kedual     yalitu 

mengenali  mekalnisme  peneralpaln  salnksi  hukum  balgi  pelalku  usalhal      terhaldalp 

peredalraln kosmetik ilegall. 

BAlB  IV  :  Merupalkaln  alkhir  dalri  penulisaln  skripsi  yalng  didallalmnyal  

diuralikaln mengenali kesimpulaln daln salraln untuk pengembalngaln ilmu hukum yalng 

dalpalt digunalkaln oleh pralktisi daln malsyalralkalt umumnyal. 
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BAlB II 

 

Perlindungaln Hukum Balgi Korbaln Terhaldalp Peredalraln Kosmetik Ilegall 

Al. Perlindungaln Hukum 

1. Pengertialn Perlindungaln Hukum 

 

Tinggall  di  dallalm  Negalral      hukum  seperti  Negalral      Indonesial      ini  walrgalnyal  

memiliki    beberalpal halk    dialntalralnyal aldallalh    berhalk    untuk    menalpaltkaln 

perlindungaln hukum, mendalpaltkaln kenyalmalnaln daln kealmalnaln balgi diri sendiri. 

Hall ini terdalpalt  paldal   Palsall 28 (D) alyalt (1) daln Palsall 28 (G) alyalt (1) UUD 1945. 

Menurut Palsall 28 (D) alyalt (1) UUD 1945 menyaltalkaln balhwal    : 

“ Setialp oralng berhalk altals pengalkualn , jalminaln, perlindungaln, daln kepalstialn 

hukum yalng aldil sertal   perlalkualn yalng salmal   dihaldalpaln hukum”. 

Sedalngkaln  dallalm Palsall 28 (G) alyalt (1) UUD 1945 menyaltalkaln balhwal   : 

 
“ Setialp oralng berha lk altals perlindungaln diri pribaldi, kelualrgal, kehormaltaln, 

malrtalbalt, daln halrgal     bendal     yalng   dibalwalh kekualsalalnnyal     sertal     berhalk altals ralsal  

almaln daln perlindungaln dalri alncalmaln ketalkutaln untuk berbualt altalu tidalk berbualt 

sesualtu yalng merupalkaln halk alsalsi. 

Istilalh  perlindungaln  hukum  dallalm  balhalsal      inggris  dikenall  dengaln  Legall 

Protection, sedalngkaln dallalm balhalsal   belalndal  dikenall dengaln Rechts Bescherming. 

Perlindungaln hukum terdiri dalri dual     suku kaltal    yalitu Perlindungaln daln Hukum. 

Dallalm  Kalmus  Besalr  Balhalsal       Indonesial       yalng  dimalksud  dengaln  Perlindungaln 

aldallalh mengalyomi, mencegalh, mempertalhalnkaln. Sedalngkaln pengertialn Hukum 
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aldallalh  alturaln  yalng  mengalndung  pertimbalnga ln  kesusilalaln  ditujukaln  kepaldal 

tingkalh  lalku  dallalm  malsyalralkalt,  daln  yalng  menjaldi  pedomaln  balgi  pengualsal- 

penguasa negara dalam melakukan tugasnya.11 Perlindungan hukum diartikan 

sebalgali perlindungaln ya lng diberikaln kepaldal  subyek hukum dilalkukaln tertulis altalu 

tidalk tertulis. Dengaln kaltal    lalin, perlindungaln hukum merupalkaln konsep balhwal  

hukum   dalpalt   memberikaln   kealdilaln,   ketertibaln,   kepalstialn,   kepentingaln   daln 

ketentralmaln.   Aldalpun   pendalpalt   mengenali   pengertialn   perlindungaln   hukum 

menurut palral   alhli sebalgali berikut : 

1. Philipus M. Haldjon 

 
Perlindungaln hukum aldallalh sualtu kealdalaln subjektif yalng menyaltalkaln aldalnyal  

sejumlalh subjek hukum  itu sendiri dallalm ralngkal     memperoleh sejumlalh sumber 

dalyal   untuk menjalmin kelalngsungaln kemunculaln daln perlindungaln subjek hukum 

dallalm  ralngkal      Untuk  kekualsalaln  merekal     dialtur  dallalm  pengalmbilaln  keputusaln 

politik daln ekonomi, terutalmal    dallalm allokalsi sumber dalyal, balik pribaldi malupun 

strukturall. 

2. Saltjipto Ralhalrjo 

 
Perlindungaln  Hukum  aldallalh  memberikaln  pengalyomaln  kepaldal      halk  alsalsi 

malnusial      yalng  dirugikaln  oleh  oralng  lalin  daln  perlindungaln  tersebut  diberikaln 

kepaldal   malsyalralkalt algalr merekal   dalpalt menikmalti semual   halk-halk yalng diberikaln 

oleh hukum. 

 

 
 

11 Dr. Jonaedi Efendi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Jakad Publishing, 

Surabaya, 2018. 
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3. CST Kalmsil 

 
Perlindungaln  Hukum  aldallalh  berbalgali  upalyal        hukum  yalng  halrus 

diberikaln oleh alppalralt penegalk hukum untuk memberikaln ralsal    almaln, balik 

secalral      pikiraln  malupun  fisik  dalri  galnggualn  daln  berbalgali  alncalmaln  dalri 

pihalk malnalpun. 

4. Setiono 

 
Perlindungaln  Hukum  aldallalh  tindalkaln  altalu  upalyal      untuk  melindungi 

malsyalralkalt  dalri  perbualtaln  sewenalng-wenalng  oleh  pengualsal    yalng  tidalk 

sesuali   dengaln   alturaln   hukum,   untuk   mewujudkaln   ketertibaln   daln 

ketentralmaln    sehinggal  memungkinkaln    malnusial  untuk    menikmalti 

malrtalbaltnyal    sebalgali malnusial. 

5. Muchsin 

 
Perlindungaln  Hukum  aldallalh  kegialtaln  untuk  melindungi  individu 

dengaln   menyeralsikaln   hubungaln   nilali-nilali   altalu   kalidalh-kalidalh   yalng 

menjelmal  dallalm sikalp daln tindalkaln dallalm menciptalkaln aldalnyal  ketertibaln 

dallalm pergalulaln hidup alntalral   sesalmal   malnusial. 
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2. Bentuk Perlindungaln Hukum 

Dallalm menjallalnkaln daln memberikaln perlindunga ln hukum dibutuhkaln sualtu 

tempalt  dallalm  pelalksalna lalnnyal     yalng  sering  disebut  dengaln  salralnal     perlindungaln 

hukum. Salralnal    perlindungaln hukum dibalgi menjaldi dual   malcalm yalitu : 

1. Perlindungaln Hukum Preventif 

 
Perlindungaln  hukum  preventif  aldallalh  perlindungaln  hukum  yalng  diberikaln 

oleh   pemerintalh   dengaln   tujualn   untuk   mencegalh   sebelum   terjaldinyal        sualtu 

pelalnggalraln   yalng   menyebalbkaln   timbulnyal          sualtu   sengketal.   Bukti   balhwal  

pemerintalh  telalh  memberikaln  perlindungaln  hukum  secalral        preventif   kepaldal  

malsyalralkaltnyal     aldallalh  dengaln  aldalnyal     peralturaln  perundalng-undalngaln  daln/altalu 

peralturaln  untuk  mencegalh  sualtu  pelalnggalraln  sertal     memberikaln  balsaln-baltalsaln 

dallalm  melalkukaln  sualtu  kewaljibaln.  perlindungaln  secalral      preventif  jugal     dalpalt 

ditemukaln dallalm Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen Nomor 8 talhun 1999 

Palsall  8  salmpali  dengaln  Palsall  17  yalng  mengaltur  perbualtaln  yalng  dilalralng  balgi 

pelalku  usalhal.  Dengaln  aldalnyal        palsall  tersebut  pemerintalh  telalh  memberikaln 

perlindungaln secalral   preventif kepaldal   malsyalralkalt altalu konsumen. 

2. Perlindungaln Hukum Represif 

 
Perlindungaln  hukum  represif  merupalkaln  perlindungaln  alkhir  berupal      salnksi 

seperti  dendal,  penjalral,  daln  hukumaln  talmbalhaln  yalng  diberikaln  alpalbilal      sudalh 

terjaldi sengketal  altalu telalh dilalkukaln sualtu pelalnggalraln. Penalngalnaln perlindungaln 

hukum  oleh  Pengaldilaln Umum  daln  Pengaldilaln Aldministralsi  termalsuk  kaltegori 

perlindungaln hukum. 
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3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga 

khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau 

perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan, yang beranggotakan unsur perwakilan aparatur 

pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha  atau produsen yang diangkat atau 

diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan 

konsumen. Tujuan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan 

sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi 

konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen 

enggan untuk mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding 

antara biaya perkara dan besarnya kerugian yang dialami. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen, dengan 3 (tiga) cara, yaitu mediasi, arbitrase 

dan konsiliasi, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UUPK.  

A. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang 

kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah 

terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah 

atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. 

Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang 

bersifat sugestif. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga 

dapat memberikan saran-saran  yang objektif dan tidak terkesan 
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memihak salah satu pihak. 

B. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua 

orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa 

saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap 

kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai 

kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan 

tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut 

secara baik. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, 

sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Seorang 

negosiator harus mempunyai keahlian dalam menegosiasi hal yang 

disengketakan antara kedua pihak. 

C. Arbitrase Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

memberikan pengertian mengenai Arbitrase yaitu :     

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa”. Sebagai 

salah satu  cara  penyelesaian  di luar peradilan, arbitrase dijalankan 

atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam 

bentuk perjanjian arbitrase, sedangkan pengertian perjanjian arbitrase 

adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum 

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 

timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para 

pihak setelah sengketa, yang kemudian perjanjian arbitrase disebut 

sebagai perjanjian yang lahir dari perjanjian jika kita 

menghubungkannya dengan ketentuan  Pasal  1233  KUH Perdata 

yang telah menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh 

perjanjian”. 
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4. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 52, tugas dan wewenang 

BPSK sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 

dengan cara i 

mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. 

2. Membrikan konsultasi perlindungan konsumen. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku. 

4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam undang-undang ini. 

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen. 

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap  

perlindungan konsumen. 

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang. 

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, 

saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8, 

yang tidak tersedia memenuhi panggilan BPSK. 

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 
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B. Korbaln 

 

1. Pengertialn Korbaln 

 

Permalsallalhaln  mengenali  korbaln  mendalpalt  tempalt  dallalm  perkembalngaln 

calbalng paldal   universallitals sualtu keilmualn, yalitu sualtu kaljialn viktimologi. Dallalm 

Undalng-Undalng nomor 13 talhun 2006 tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln, 

yalng menyaltalkaln balhwal   korbaln aldallalh “ seseoralng yalng mengallalmi penderitalaln 

fisik,  mentall,  daln/altalu  kerugialn  ekonomi  yalng  dialkibaltkaln  oleh  sualtu  tindalk 

pidalnal. 

Beberalpal    pengertialn tentalng korbaln yalng dikemukalkaln balik oleh palral     alhli 

malupun  yalng  bersumber  dalri  perundalng-undalngaln  daln  konvensi  internalsionall, 

sebalgali berikut : 

Al.  Crime  Dictionalry   Korbaln  (victim)  aldallalh   “oralng  yalng  telalh  mendalpalt 

penderitalaln    fisik    altalu    penderitalaln    mentall,    kerugialn    halrtal           bendal           altalu 

mengalkibaltkaln malti altals perbualtaln altalu usalhal  pelalnggalraln ringaln dilalkukaln oleh 

pelalku tnidalk pidalnal    daln lalinnyal”. 

B. Alrif Gosital   Menurutnyal, korbaln aldallalh merekal   yalng menderital   jalsmalnialh daln 

rohalnialh sebalgali alkibalt tindalkaln yalng mencalri pemenuhaln kepentingaln halk alsalsi 

pihalk yalng dirugikaln. 

C. Rallph  de  Solal      Korbaln  (victim)  aldallalh  “person  who  hals  injuriedmentall  or 

physicall   suffering.   Loss   of   property   or   dealthresulting   fromaln   alctuall   or 

altemtedcriminall by alnother”. 
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D. Cohen  Mengungkalpkaln  balhwal       korbaln  (victim)  aldallalh  “whose  palin  alnd 

sufferinghalve been negiected by the stalte while it spends immenseresourcesto hunt 

down alnd punish the offender who responsiblefor thalt palin alnd suffering”. 

E. Mulaldi  Korbaln  (victim)  aldallalh  oralng-oralng  yalng  balik  secalral       individuall 

malupun secalral   kolektif telalh menderital   kerugialn, termalsuk kerugialn fisik altalupun 

mentall,  emosionall,  ekonomi,  galnggualn  substalnsiall  terhaldalp  halk-halknyal      yalng 

fundalmentall, melallui perbualtaln altalupun omisiyalng melalnggalr hukum pidalnal    di 

malsing-malsing negalral   , termalsuk penyallalhgunalaln kekualsalaln. 

F. Valn Boven mengemumalkaln balhwal    korbaln aldallalh   deklalralsi- deklalralsi dalsalr 

kealdilaln  balgi  korbaln  kejalhaltaln  daln  penyallalhgunalaln  kekualsalaln  sebalgali  oralng 

yalng  secalral      individuall  malupun  kelompok  telalh  menderital     kerugialn,  termalsuk 

cederal   fisik malupun mentall, penderitalaln emosionall, balik kalrenal    tindalkaln (by alct) 

malupun kalrenal   kelallalialn (by omission). 

G. Deklalralsi PBB dallalm The Declalraltion of Balsic Principles of Justice for Victims 

of Crime alnd Albuse of  Power 1985 menyaltalkaln balhwal    korbaln aldallalh : 

Persons  who,  individuallly  or  collectively,  halve  suffered  halrm,  including 

physicall  or  mentall  injury,  emotionall  suffering,  economic  loss  or  substalntiall 

impalirment of their fundalmentall rights, through alcts or omission of criminall lalws 

operaltive within Member Staltes, including those lalws proscribing criminall albuse 

of  power”  .  Through  alcts  or  omissions  thalt  do  not  yet  constitute  violaltions  of 

naltionallcriminall lalws but of internaltionallly recognized norms relalting to humaln 

rights. 
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Pengertialn  mengenali  korbaln  jugal      dalpalt  didekalti  dalri  posisi  altalu  peralnaln 

korbaln paldal   salalt terjaldinyal   sebualh kejalhaltaln. 

Menurut Stephen Schalfer sebalgalimalnal   dikutip oleh Dikdik M. Alrief Malnsur 

daln Elisaltris Gultom, balhwal     dilihalt dalri peralnaln korbaln dallalm terjaldinyal   sebualh 

tindalk  pidalnal, paldal   prinsipnyal    terdalpalt 4 (empalt) tipe korbaln, yalitu : 

Al. Oralng yalng tidalk mempunyali kesallalhaln alpalalpal, tetalpi tetalp menjaldi korbaln. 

Untuk tipe ini, kesallalhaln aldal   paldal   pelalku. 

B.     Korbaln   secalral        saldalr   altalu   tidalk   saldalr   telalh   melalkukaln   sesualtu   yalng 

meralngsalng  oralng  lalin  untuk  melalkukaln  keja lhaltaln.  Untuk  tipe  ini,  korbaln 

dinyaltalkaln   turut   mempunyali   alndil   dallalm   terjaldinyal          kejalhaltaln,   sehinggal  

kesallalhaln terletalk paldal   pelalku daln korbaln. 

C.  Merekal   yalng secalral   biologis daln sosiall potensiall menjaldi korbaln. Alnalkalnalk, 

oralng tual, oralng yalng calcalt fisik altalu mentall, oralng miskin, golongaln minoritals 

daln sebalgalinyal   aldallalh oralng-oralng yalng mudalh menjaldi korbaln. Korbaln dallalm 

hall   ini   tidalk   dalpalt   disallalhkaln   pelalku,   tetalpi   malsyalralkaltlalh   yalng   halrus 

bertalnggung  jalwalb.  D.    Korbaln  kalrenal      ial      sendiri  aldallalh  pelalku.  Inilalh  yalng 

dikaltalkaln  sebalgali  kejalhaltaln  talnpal    korbaln.  Seperti  pelalcuraln,  perjudialn,  zinalh, 

aldallalh beberalpal   kejalhaltaln yalng tergolong kejalhaltaln talnpal   korbaln. Yalng bersallalh 

ldallalh korbaln kalrenal    ial   jugal   sebalgali pelalku. 

 

 

 
 

12 Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 44. 



41 
 

 

 

 

 

 

Korbaln  merupalkaln  pihalk  yalng  dirugikaln  yalng  disebalbkaln  oleh  keallpalaln, 

kuralng halti-halti, ketidalktalhualn, kelemalhaln korbaln, dalpalt jugal    dialkibaltkaln oleh 

kelallalialn Negalral   dallalm melindungi malsyalralkalt. Hentig yalng dikutip oleh (Renal  

Yulial,  2010:81)  menjelalskaln  balhwal     terdalpalt  empalt  peralnaln  korbaln  yalng  bials 

menimbulkaln kejalhaltaln, yalitu : 

Al.  Tindalkaln  kejalhaltaln  memalng  dikehendalki  oleh  si  korbaln  untuk  terjaldi  b. 

Keuntungaln   alkibalt   tindalk   kejalhaltaln   mungkin   dijaldikaln   si   korbaln   untuk 

memperoleh keuntungaln  yalng lebih besalr; c. A lkibalt yalng merugikaln si korbaln 

mungkin merupalkaln kerjal  salmal  alntalral  si pelalku daln si korbaln; d. Kerugialn alkibalt 

tindalk kejalhaltaln sebenalrnyal   tidalk terjaldi bilal   tidalk aldal   provokalsi dalri si korbaln. 

Menurut  Mendelshon  yalng  dikutip  Balmbalng  Walluyo  (2011:19),  terdalpalt  limal  

deraljalt korbaln, yalitu : 

Al. Yalng salmal    sekalli tidalk bersallalh. 

 
B. Yalng jaldi korbaln kalrenal    kelallalialnnyal. 

 
C. Yalng salmal    sallalhnyal    dengaln pelalku. 

 
Mendelshon menjelalskaln balhwal   deraljalt kesallalhaln korbaln yalng sebenalrnyal  

aldallalh yalng salmal     sekalli tidalk bersallalh. Korbaln  daln pelalku bisal     saljal     memiliki 

hubungaln dalralh, misallnyal   pelecehaln seksuall, pencurialn dallalm kelualrgal, balhkaln 

pembunuhaln dallalm memperebutkaln halrtal   walrisaln. 
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2. Halk Korbaln 

 

Menurut Theodoral    Shalh Putri,   di dallalm KUHA lP telalh dialtur beberalpal    halk 

yalng dalpalt digunalkaln oleh korbaln kejalhaltaln dallalm sualtu proses peraldilaln pidalnal, 

yalitu : 

Al. Halk untuk melalkukaln kontrol terhaldalp penyidik daln penuntut umum, yalitu halk 

untuk mengaljukaln keberaltaln terhaldalp tindalkaln penghentialn penyidikaln daln/altalu 

penuntutaln dallalm kalpalsitalsnyal   sebalgali pihalk ketigal   yalng berkepentingaln (Palsall 

77 jo 80 KUHA lP). Hall ini penting untuk diberikaln gunal   menghindalrkaln aldalnyal  

upalyal         dalri   pihalk-piha lk   tertentu   dengaln   berbalgali   motif,   yalng   bermalksud 

menghentikaln proses pemeriksalaln. 

B. Halk korbaln berkalitaln dengaln kedudukalnnyal    sebalgali salksi, yalitu halk untuk 

mengundurkaln diri sebalgali salksi (Palsall 168 KUHA lP) Kesalksialn (salksi) korbaln 

salngalt penting untuk diperoleh dallalm ralngkal   mencalpali sualtu kebenalraln malteriil. 

Oleh  kalrenal      itu,  untuk  mencegalh  korbaln  mengundurkaln  diri  sebalgali  salksi, 

diperlukaln sikalp proalktif dalri alpalralt penegalk hukum untuk memberikaln jalminaln 

kealmalnaln balgi korbaln daln kelualrgalnyal    paldal   salalt mengaljukaln diri sebalgali salksi. 

C. Halk untuk menuntut galnti kerugialn alkibalt sualtu tindalk pidalnal/ kejal-haltaln yalng 

menimpal    diri korbaln melallui calral    penggalbungaln perkalral    perdaltal   dengaln perkalral  

pidalnal    (Palsall 98 salmpali dengaln Palsall 101). Halk ini diberikaln gunal    memudalhkaln 

korbaln untuk menuntut galnti kerugialn paldal   tersalngkal/terdalkwal. 
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C. Pelalku Usalhal  

 

1. Pengertialn Pelalku Usalha l  

 
Menurut Palsall (1) alyalt (3) Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 menyaltalkaln 

balhwal    pelalku usalhal    aldallalh : 

Setialp  oralng  perseoralngaln  altalu  baldaln  usalhal,  balik  yalng  berbentuk  baldaln 

hukum  malupun  bukaln  baldaln  hukum  yalng  didirikaln  daln  berkedudukaln  altalu 

melalkukaln  kegialtaln  dallalm  wilalyalh  hukum  negalral       Republik  Indonesial,  balik 

sendiri  malupun  bersalmal-salmal      melallui  perjalnjia ln  menyelenggalralkaln  kegialtaln 

usalhal   dallalm berbalgali bidalng ekonomi. 

Pelalku usalhal    yalng termalsuk dallalm pengertialn tersebut meliputi perusalhalaln, 

korporalsi, BUMN, koperalsi, importir, pedalgalng, distributor daln lalin-lalin. Dengaln 

demikialn produsen tidalk halnyal   dialrtikaln sebalgali pihalk pembualt altalu palbrik yalng 

menghalsilkaln      produk      saljal,      tetalpi      jugal yalng      terkalit      dengaln 

penyalmpalialn/peredalraln  produk  salmpali  ke  talngaln  konsumen.  Dalri  beberalpal  

pengertialn dalpalt disimpulkaln balhwal   pelalku usa lhal   tidalk halnyal   oralng peroralngaln 

daln pelalku usalhal   tidalk halnyal  produsen altalu palbrik melalinkaln distributor eksportir 

altalu  importir,  daln  pengecer.  Pelalku  usalhal     balik  yalng  berbentuk  baldaln  hukum 

malupun  yalng  bukaln  baldaln  hukum  turut  bertalnggung  jalwalb  altals  alkibalt-alkibalt 

negaltif berupal    kerugialn  yalng ditimbulkaln oleh usalhalnyal     terhaldalp pihalk ketigal  

yalitu konsumen. 
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2. Halk daln Kewaljibaln Pelalku Usalhal    : 

 

Halk pelalku usalhal   dialtur di dallalm Palsall 6 Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 

1999 halk tersebut berbunyi sebalgali berikut : 

Al. Halk untuk menerimal    pembalyalraln yalng sesuali dengaln kesepalkaltaln mengenali 

kondisi daln nilali tukalr balralng daln/altalu jalsal   yalng diperdalgalngkaln. 

B. Halk untuk mendalpalt perlindungaln hukum dalri tindalkaln konsumen yalng 

beritikald tidalk balik. 

C. Halk untuk melalkukaln pembelalaln diri sepaltutnyal    di dallalm penyelesalialn 

hukum sengketal   konsumen. 

D. Halk untuk rehalbilitalsi nalmal    balik alpalbilal   terbukti secalral   hukum balhwal  

kerugialn konsumen tidalk dialkibaltkaln oleh balralng daln/altalu jalsal   yalng 

diperdalgalngkaln. 

E. Halk-halk yalng dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal. 

 
Aldalpun kewaljibaln pelalku usalhal   yalng telalh dialtur di dallalm Palsall 7 Undalng- 

Undalng Nomor 8 Talhun 1999 yalng berbunyi seba lgali berikut : 

Al. Beritikald balik dallalm melalkukaln kegialtaln usalhalnyal. 

 
B. Memberikaln informalsi yalng benalr, jelals daln jujur mengenali kondisi daln 

jalminaln balralng daln/altalu jalsal   sertal   memberi penjelalsaln penggunalaln, perbalikaln 

daln pemelihalralaln. 
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C. Memperlalkukaln altalu melalyalni konsumen secalral   benalr daln jujur sertal    tidalk 

diskriminaltif. 

D. Menjalmin mutu balralng daln/altalu jalsal    yalng diproduksi daln/altalu 

diperdalgalngkaln berdalsalrkaln ketentualn stalndalr mutu balralng daln/altalu jalsal    yalng 

berlalku. 

E. Memberi kesempaltaln kepaldal   konsumen untuk menguji, daln/altalu mencobal 

balralng daln/altalu jalsal    tertentu sertal   memberi jalminaln daln/altalu galralnsi altals 

balralng yalng dibualt daln/altalu yalng diperdalgalngkaln. 

F. Memberi kompensalsi, galnti rugi daln/altalu penggalntialn altals kerugialn alkibalt 

penggunalaln, pemalkalialn daln pemalnfalaltaln balralng daln/altalu jalsal   yalng 

diperdalgalngkaln. 

Kewaljibaln  pelalku  usalhal      untuk  beriktikald  balik  dallalm  melalkukaln  kegialtaln 

usalhal  merupalkaln sallalh saltu alsals yalng dikenall dalla lm hukum perjalnjialn. Ketentualn 

mengenali  itikald  balik  dialtur  dallalm  Palsall  1338  alyalt  (3)  KUHPerdaltal,  balhwal  

perjalnjialn halrus dilalksalnalkaln dengaln itikald balik (good falith). Berdalsalrkaln UUPK 

talmpalk balhwal     itikald balik lebih ditekalnkaln paldal    pelalku usalhal, kalrenal     meliputi 

semual         talhalpaln   dallalm   melalkukaln   usalhalnyal,   yalng   dalpalt   dialrtikaln   balhwal  

kewaljibaln pelalku usalhal    dallalm beritikald balik dimulali dalri balralng daln/altalu jalsal. 

Kewaljibaln kedual   pelalku usalhal   yalitu memberikaln informalsi yalng benalr, jelals daln 

jujur   mengenali   kondisi   daln   jalminaln   balralng   daln/altalu   jalsal       sertal         memberi 

penjelalsaln   mengenali   calral         penggunalaln   yalng   benalr   algalr   tidalk   merugikaln 

konsumen. 
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3. Talnggung Jalwalb Pelalku Usalha l  

 

Talnggung  jalwalb  pelalku  usalhal      dialtur  di  dallalm  Palsall  19  Undalng-Undalng 

Nomor 8 Talhun 1999 sebalgali berikut : 

Al.  Pelalku  usa lhal     bertalnggung  jalwalb  memberikaln  galnti  rugi  altals  kerusalkaln, 

pencemalraln, daln/altalu kerugialn konsumen alkibalt mengkonsumsi balralng daln/altalu 

jalsal   yalng dihalsilkaln altalu diperdalgalngkaln. 

B. Galnti rugi sebalgalimalnal     dimalksud paldal     alyalt (1) dalpalt berupal    pengemballialn 

ualng altalu penggalntialn balralng daln/altalu jalsal  yalng sejenis altalu setalral  nilalinyal, altalu 

peralwaltaln kesehaltaln daln/altalu pemberialn salntunaln yalng sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

C. Pemberialn galnti rugi dilalksalnalkaln dallalm tenggalng walktu 7 (tujuh) halri setelalh 

talnggall tralnsalksi. 

D. Pemberialn galnti rugi sebalgalimalnal   dimalksud paldal   alyalt (1) daln alyalt (2) tidalk 

menghalpuskaln  kemungkinaln  aldalnyal      tuntutaln  pidalnal      berdalsalrkaln  pembuktialn 

lebih lalnjut mengenali aldalnyal    unsur kesallalhaln. 
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D. Kosmetik Ilegall 

 

1. Pengertialn Kosmetik 

 
Kosmetik  beralsall  dalri  kaltal    kosmein  daln  kosmetikos  (Yunalni)  yalng  beralrti 

“berhials”. Balhaln yalng dipalkali dallalm usalhal    untuk mempercalntik diri dalri balhaln- 

balhaln allalmi yalng beralsall dalri allalm yalng beraldal   disekitalrnyal. Sekalralng kosmetik 

tidalk halnyal    dibualt dalri balhaln allalmi saljal   tetalpi jugal   balhaln-balhaln non allalmi altalu 

bualtaln (balhaln kimial) dengaln malksud untuk mempercalntik diri altalu meningkaltkaln 

kecantikan.13 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal   Indonesial, pengertialn mengenali kosmetik daln 

kosmetikal,  yalitu  :  “Kosmetik  aldallalh  obalt  (balhaln)  untuk  mempercalntik  waljalh, 

kulit,  ralmbut,  daln  sebalgalinyal       seperti  bedalk  daln  pemeralh  bibir.  Sedalngkaln 

kosmetikal    aldallalh ilmu kecalntikaln, ilmu taltal   calral   mempercalntik waljalh, kulilt daln 

lmbut.” 
 

Menurut  Palsall  1  alyalt  (1)  Peralturaln  Menteri  Kesehaltaln  Republik  Indonesial  

1176/Menkes/Per/VIII/2010  Kosmetik  aldallalh  aldallalh  balhaln  altalu  sedialaln  yalng 

dimalksudkaln  untuk  digunalkaln  paldal       balgialn  lualr  tubuh  malnusial       (epidermis, 

ralmbut, kuku, bibir daln orgaln genitall balgialn lua lr) altalu gigi daln mukosal    mulut 

terutalmal       untuk  membersihkaln,  mewalngikaln,  mengubalh  penalmpilaln  daln/altalu 

memperbaliki  balu  baldaln  altalu  melindungi  altalu  memelihalral     tubuh  paldal     kondisi 

 
 

13 Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu 

Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 7-8. 
14 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. 
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balik.  Peredalraln  kosmetik  di  Indonesial      sendiri  sudalh  cukup  meluals,  aldalnyal  

perubalhaln  galyal      hidup  dalri  malsyalralkalt  menyebalbkaln  kosmetik  sudalh  menjaldi 

balralng kebutuhaln yalng sulit untuk dilepalskaln. Balnyalk produk kosmetik balru yalng 

dikelualrkaln seperti krim pemutih, bedalk, lipstik, malskalral, lulur, shalmpoo, lotion 

daln sebalgalinyal. Beralgalm produk kecalntikaln balik dalri dallalm negeri malupun dalri 

lualr negeri yalng malsuk di Indonesial    belum terdalftalr di BPOM. 

Peralturaln Menteri Kesehaltaln Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentalng Produksi 

daln Peredalraln Kosmetik  daln Allalt Kesehaltaln, yalng dimalksud dengaln kosmetik 

aldallalh  balhaln  altalu  calmpuraln  balhaln  untuk  digosokkaln,  dilekaltkaln,  ditualngkaln, 

dipercikkaln  altalu  disemprotkaln  paldal,  dimalsukkaln  dallalm,  dipergunalkaln  paldal 

baldaln  altalu  balgialn  baldaln  dengaln  malksud  untuk  membersihkaln,  memelihalral, 

menalmbalh dalyal   talrik altalu mengubalh rupal   daln tidalk termalsuk golongaln obalt. 

Menurt Food alnd Drug Aldministraltion aldallalh FDA l    yalng merupalkaln baldaln 

yalng mengaltur industri kosmetik dunial, yalng pusaltnyal  di Almerikal   punyal   pendalpalt 

berbedal   tentalng kosmetik. Menurut merekal, kosmetik aldallalh segallal   produk yalng 

penggunalalnnyal   diperuntukkaln untuk tubuh malnusial. 

Digunalkaln  untuk  membersihkaln  ,  mempercalntik,  meningkaltkaln  dalyal     talrik 

nalmun tidalk mempengalruhi fungsi sertal   struktur tubuh. FDA l   memalpalrkaln definisi 

kosmetik  aldallalh  mencalkup  balhaln  alpalpun  yalng  digunalkaln  sebalgali  komponen 

kosmetik.  Nalmun,  dialntalral     semual      komponen  tersebut,  merekal      mengecuallikaln 

salbun  sebalgali  sallalh  saltu  kaltegorinyal.  Paldalhall  salbun  telalh  dikenall  secalral     luals 

merupalkaln salla lh saltu komponen kosmetik. 
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2. Penggolongaln Kosmetik 

 

Sebelum   menggunalkaln   kosmetik,   salngaltlalh   penting   untuk   mengetalhui 

malnfalalt  daln  pemalkalialn  yalng  benalr.  Kosmetik  berdalsalrkaln  sifalt,  balhaln,  calral  

pembualtaln  daln  fungsinyal      dalpalt  digolongkaln  menjaldi  beberalpal     malcalm  alntalral  

lalin: 

Al. Penggolongaln Kosmetik menurut Peralturaln Menteri Kesehaltaln Republik 

Indonesial    : 

Seoralng dermaltologi Goodmaln,H (1936) telalh mempelaljalri secalral   mendallalm 

mengenali  kosmetik,balik  dalri  sifalt  fisikal,kimial,fisiologi  dalri  balhaln-balhaln  yalng 

digunalkaln malupun alkibalt paldal   penggunalaln daln menjelalskaln pembalgialn kaltegori 

kosmetik yalitu : 

1. Prepalralt untuk balyi, misallnyal   minyalk balyi, bedalk balyi. 

 
2. Prepalralt untuk malndi, misallnyal    salbun malndi, balth calpsule. 

 
3. Prepalralt untuk maltal, misallnyal    malskalral, eye-shaldow. 

 
4. Prepalralt walngi-walngialn, misallnyal    palrfum, toilet walter. 

 
5. Prepalralt untuk ralmbut, misallnyal    shalmpoo, conditioner, halir spraly. 

 
6. Prepalralt pewalrnal    ralmbut, misallnyal   calt ralmbut. 

 
7. Prepalralt malkeup (kecualli maltal), misallnyal   bedalk, lipstick. 

 
8. Prepalralt untuk kebersihaln mulut, misallnyal    palstal   gigi, mouth walshes. 

 
9. Prepalralt untuk kebersihaln baldaln, misallnyal   deodoralnt. 
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B. Penggolongaln Kosmetik dilihalt menurut sifalt daln calra l  

pembualtaln : 

1. Kosmetik  modern  aldallalh  Secalral      umum  dibualt  dalri  balhaln  kimial,  daln  calral  

pengolalhalnnyal      pun  menggunalkaln  allalt  yalng  calnggih  daln  modern  (termalsuk 

alntalralnyal    aldallalh cosmedics). 

2. Kosmetik Traldisionall aldallalh Kosmetik jenis ini digolongkaln lalgi dallalm tigal  

jenis, yalng pertalmal     kosmetik yalng benalr-benalr traldisionall, alrtinyal    kosmetik ini 

dibualt dalri balhaln-balhaln allalmi daln diolalh menurut resep sertal    calral    yalng turun- 

temurun,  yalng  kedual     yalitu  kosmetik  semi  traldisionall,  alrtinyal     kosmetik  sudalh 

diolalh secalral   modern daln diberi balhaln pengalwet algalr talhaln lalmal, yalng teralkhir 

yalitu  kosmetik  halnyal       nalmalnyal      yalng  traldisionall,  alrtinyal       tidalk  menggunalkaln 

balhaln-balhaln yalng alsli. 

3. Kosmedik Merupalkaln kosmetik yalng didallalmnyal    ditalmbalhkaln balhaln-balhaln 

alktif tertentu seperti zalt-zalt alnti balkteri altalu jalzald renik lalinnyal, alnti jeralwalt, alnti 

galtall, alnti produk keringalt,alnti ketombe,dengaln tujualn profilalksis daln densifektaln 

misallnyal    terdalpalt paldal   lotion jeralwalt,deodoralnt daln lalinnyal. 

4. Kosmedikal    Hipoallergik  Merupalkaln  kosmetik  yalng  didallalmnyal    mengalndung 

zaltzalt  yalng  dalpalt  menyebalbkaln  realksi  iritalsi  daln  sensitalsi.  Kosmetik  jenis  ini 

merupalkaln jenis yalng digunalkaln untuk kesehaltaln kulit misallkaln paldal  bedalk galtall 

altalu  allerghaln  yalng  allalmi  nalmun  diberi  zalt  pewalrnal      yalng  menyerupali  balhaln 

traldisionall. 
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C.  Penggolongaln  Kosmetik  menurut  keguna lalnnyal       terhaldalp  pertumbuhaln 

paldal    kulit : 

1. Kosmetik Peralwaltaln Kulit (Skincalre) alntalral    lalin : 

 
Al. Kosmetik untuk membersihkaln kulit, seperti micellalr walter, clealnsing foalm. 

 
B. Kosmetik untuk melembalbkaln kulit, seperti mouisturizer, serum, crealm palgi 

daln mallalm. 

C. Kosmetik pelindung kulit ketikal   aldal  sinalr maltalhalri, seperti sunblock, sunscreen. 

 
D. Kosmetik  untuk  mengalmplals  kulit  (peeling),  seperti  scrubbing  yalng  berisi 

butiraln-butiraln hallus yalng berfungsi untuk mengalngkalt sel kulit malti. 

2. Kosmetik Rialsaln (Malke-Up) alntalral    lalin : 

 
Jenis kosmetik ini digunalkaln untuk merials daln menutupi kekuralngaln 

 
paldal    kulit sehinggal     dalpalt menimbulkaln ralsal    percalyal    diri (self confidence) daln 

membualt penalmpilaln menjaldi lebih menalrik. Peraln zalt pewalrnal   daln zalt pewalngi 

ldal   kosmetik rialsaln ini salngalt besalr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 Ibid, hal 8. 
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3. Pengertialn Ilegall 

 

Berdalsalrkaln Kalmus Besalr Balhalsal   Indonesial   (KBBI) pengertialn ilegall aldallalh 

tidalk  legall,  tidalk  salh.  Alrtinyal    balralng  tersebut  telalh  melalnggalr  hukum,  balralng 

gelalp,  lialr,  altalupun  tidalk  aldalnyal      izin  beredalr  dalri  pihalk  yalng  bersalngkutaln. 

Berdalsalrkaln  pengertialn  di  altals  dalpalt  di  simpulkaln  balhwal        kosmetik  ilegall 

merupalkaln produk yalng belum memiliki izin beredalr dalri Baldaln Pengalwals Obalt 

daln   Malkalnaln   (BPOM).   Kalsus   kosmetik   ilegall   yalng   beredalr   dikallalngaln 

malsyalralkalt belalkalngaln ini dengaln bialsalnyal    produk ini beredalr bebals di palsalraln 

talnpal   aldalnyal    nomor register dalri Baldaln Pengalwals Obalt daln Malkalnaln (BPOM). 

Nalmun  balnyalk  dalri  konsumen  yalng  tidalk  memperhaltikaln  efek  salmping  jikal  

memalkali altalu menggunalkaln produk kosmetik ilegall tersebut. 

Menurut Ondri Dwi Salmpurno, Deputi Bidalng Pengalwalsaln Obalt Traldisionall, 

Kosmetikal  daln Produk Komplemen BPOM, aldal  dual  (2) jenis kosmetik ilegall, yalitu 

kosmetik talnpal   izin edalr (TIE) daln kosmetik pallsu. Jaldi, yalng dimalksud kosmetik 

ilegall  aldallalh  kosmetik  yalng  beredalr,  tetalpi  belum  altalu  tidalk  dinotifikalsi  ke 

BPOM, termalsuk jugal     kosmetik pallsu. Kosmetik pallsu yalng tergolong kosmetik 

TIE aldallalh yalng tidalk memiliki nomor notifikalsi dalri BPOM. Sedalngkaln kosmetik 

pallsu aldallalh kosmetik yalng dibualt dengaln tidalk memenuhi kalidalh calral  pembualtaln 

kosmetik  yalng  balik  (CPKB)  dengaln  menggunalkaln  balhaln-balhaln  yalng  tidalk 

berbalhalyal   daln balhaln yalng tidalk sehalrusnyal    digunalkaln altalu digunalkaln. Bialsalnyal  

produk  kaldallualrsal     yalng  telalh  digalnti  talnggallnyal,  produk  yalng  dikemals  secalral  

ulalng  seolalh-olalh  produk  dalri  dallalm  negeri  malupun  dalri  lualr  negeri,  daln 

menalmbalhkaln   balhaln   berbalhalyal       kedallalm   produk   tersebut   yalng   sebenalrnyal  



53 
 

 
 
 
 
 
 

dilalralng sebalgali balhaln balku kosmetik, seperti merkuri, hidrokinon, alsalm retinoalt 

balhaln pewalrnal, dietilen glikol, daln resorsinol. Paldalhall, penggunalaln balhaln balhaln 

berbalhalyal    ini secalral    terus menerus dalpalt menimbulkaln malsallalh kesehaltaln. 

Berdalsalrkaln hall tersebut malkal    kosmetikal    waljib mendalpaltkaln izin edalr daln 

izin produksi dalri Menteri. Izin produksi tersebut sesuali dengaln Peralturaln Menteri 

Kesehaltaln    Nomor    1175/MENKES/PER/VIII/2010    Tentalng    Izin    Produksi 

Kosmetikal.  Izin  produksi  pembualtaln  kosmetikal       halnyal      dalpalt  dilalkukaln  oleh 

industri kosmetikal  halrus diberikaln oleh Direktur Jenderall. Izin produksi kosmetikal  

halnyal     berlalku selalmal     5 (limal) talhun daln dalpalt diperpalnjalng selalmal     memenuhi 

ketentualn   yalng   berlalku.   Industri   kosmetikal        tidalk   diperbolehkaln   membualt 

kosmetikal     dengaln menggunalkaln balhaln kosmetikal    yalng dilalralng sesuali  dengaln 

ketentualn  peralturaln  perundalng-undalngaln.  Selalin  memiliki  izin  produksi  setialp 

kosmetikal    jugal    memiliki ketentualn lalin, yalitu halrus memiliki izin edalr yalng dalpalt 

dikelualrkaln oleh Menteri, izin edalr tersebut dalpalt disebut jugal   sebalgali notifikalsi. 

Dikecuallikaln  balgi  kosmetikal       yalng  digunalkaln  untuk  penelitialn  dalri  salmpel 

kosmetikal    yalng digunalkaln untuk penelitialn dalri salmpel kosmetikal    untuk palmeraln 

dallalm jumlalh terbaltals daln tidalk diperjuallbelikaln. 

Berdalsalrkaln ketentualn yalng berlalku tersebut, malkal    dalpalt dimalknali balhwal  

produk kosmetik dalpalt dikaltalkaln sebalgali produk kosmetik ilegall aldallalh alpalbilal  

produk kosmetik yalng telalh diedalrkaln daln diproduksi /diperdalgalngkaln telalh tidalk 

memenuhi  stalndalr  daln/altalu  syalralt  kuallitals,  kealmalnaln,  daln  mutu  yalng  dalpalt 

menyebalbkaln   penggunal        produk   tidalk   terlindungi,   dirugikaln,   balhkaln   dalpalt 

membalhalyalkaln    penggunal           produk    kosmetik    alpalbilal           mengalndung    balhaln 
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berbalhalyal, jugal  berpengalruh terhaldalp ekonomi negalral  yalng disebalbkaln oleh tidalk 

memiliki  perizinaln  altalu  izin  edalr  sebalgalimalnal     ketentualn  peralturaln  perundalng- 

undangan yang berlaku.16 Produk kosmetik dapat dikatakan legal apabila telah 

memenuhi  ketentualn  yalng  termualt  paldal    Baldaln  Pengalwals  Obalt  daln  Malkalnaln, 

yalitu : 

1. Kemalsaln 

 
Kemalsaln  terdiri  dalri  dual     jenis  yalitu  waldalh  daln  pembungkus  sebalgalimalnal  

termualt paldal    Keputusaln Kepallal    Baldaln Pengalwals Obalt daln Malkalnaln Republik 

Indonesial    Nomor 00.05.4.1745 tentalng Kosmetik paldal   Palsall 1 alngkal   6 daln alngkal  

7  yalng  menyaltalkaln  balhwal      waldalh  merupalkaln  kemalsaln  yalng  bersinggungaln 

lngsung  paldal     isi  produk. Sedalngkaln  pembungkus  merupalkaln  kemalsaln  yalng 

tidalk  bersinggungaln  lalngsung  dengaln  isi  produk.  Balgialn  dalri  kemalsaln  yalng 

termualt  paldal    Peralturaln  Kepallal     Baldaln  Pengalwa ls  Obalt  daln  Malkalnaln  Republik 

Indonesial    Nomor 19 Talhun 2015 tentalng Persya lraltaln Teknis Kosmetikal. disebut 

penalndalaln yalitu segallal    informalsi tentalng kosmetik dallalm bentuk galmbalr, teks, 

kombinalsi galmbalr daln teks altalu bentuk lalinnyal    yalng disertalkaln paldal   Kosmetikal, 

dimalsukkaln ke dallalm, ditempelkaln paldal, altalu merupalkaln balgialn dalri kemalsaln 

yalng lalngsung dicetalk  paldal    produk  Kosmetikal,  definisi penalndalaln  ini terdalpalt 

paldal   ketentualn umum Palsall 1 alngkal   4. Berdalsalrkaln definisi tersebut, penalndalaln 

waljib mencalntumkaln beberalpal   informalsi sebalgalimalnal   termualt paldal   Palsall 7 alyalt 

 

16 Hisma Kahman, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik 

yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
17 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2020). Universitas Andi 
Jemma Palopo, hlm 20. 
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(1) Peralturaln  Kepallal    Baldaln  Pengalwals  Obalt  daln  Malkalnaln  Republik  Indonesial  

Nomor 19 Talhun 2015 tentalng Persyalraltaln Teknis Kosmetikal, yalng calkupalnnyal  

berupal   : 

Al. Nalmal   Kosmetikal. 

 
B. Kegunalaln daln Kemalnfalaltaln. 

 
C. Metode yalng efektif untuk digunalkaln 

 
D. Komposisi. 

 
E. Nalmal    daln negalral    pembualtaln. 

 
F. Nalmal    daln allalmalt lengkalp Pemohon Notifikalsi. 

 
G. Nomor bets. 

 
H. Ukuraln, isi, altalu beralt bersih. 

 
2. Izin Edalr 

 
Pelalku  usalhal      dalpalt  memproduksi  balralng  daln/altalu  jalsalnyal      alpalbilal      pelalku 

usalhal      telalh  mendalpalt  perizinaln  dallalm  melalkukaln  usalhal.  Perizinaln  berusalhal  

merupalkaln registralsi yalng diberikaln kepaldal   pelalku usalhal   gunal   mengalwalli sertal  

menjallalnkaln usalhal    daln/altalu alktivitals yalng selalnjutnyal     diberikaln dallalm bentuk 

persetujualn.  seperti  dallalm  bentuk  suralt  keputusaln  altalu  pemenuhaln  persyalraltaln 

daln/altalu  komitmen.  Sallalh  saltu  jenis  perizinaln  paldal     sektor  obalt  daln  malkalnaln 

aldallalh izin edalr kosmetik yalng tercalntum paldal   Palsall 3 alyalt (1) huruf d Peralturaln 

Baldaln Pengalwals Obalt daln Malkalnaln Nomor 26 Talhun 2018 tentalng Pelalyalnaln 
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Perizinaln  Berusalhal      Terintegralsi  secalral      Elektronik  Sektor  Obalt  daln  Malkalnaln. 

Dallalm melalkukaln izin edalr kosmetikal. Palsall 12 menyaltalkaln balhwal    pelalku usalhal  

diwaljibkaln memaltuhi ketentualn yalng berlalku daln halrus memenuhi syalralt-syalralt 

dallalm  memperoleh  izin  edalr  terebut.  Persyalraltaln  yalng  halrus  dipenuhi  pelalku 

usalhal   gunal    mendalpaltkaln izin edalr kosmetikal   dicalntumkaln paldal   Palsall 13, yalitu : 

Al. Daltal   formulal   kuallitaltif daln kualntitaltif. 

 
B. Dokumen Informalsi Produk. 

 
C. Daltal   pendukung kealmalnaln balhaln kosmetik. 

 
D. Daltal   pendukung klalim. 

 
E. Contoh produk alpalbilal    dibutuhkaln. 
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BAlB III 

 

SISTEM PERAlDILA lN PIDA lNA l    DI INDONESIA l    SERTA l    PENERA lPA lN 

SA lNKSI PIDA lNA l  

 
 

 
Al. Sistem Peraldilaln Pidalna l    Di Indonesia l  

 

Sistem peraldilaln pidalnal   disebut jugal   sebalgali "criminall justice system" yalng 

dimulali  dalri  proses  penalngkalpaln,  penalhalnaln,  penuntutaln,  daln  pemeriksalaln  di 

mukal        pengaldilaln,   sertal         dialkhiri   dengaln   pelalksalnalaln   pidalnal        di   lembalgal  

pemasyarakatan.18 Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh 

palkalr  hukum  pidalnal      daln  palral     alhli  dallalm  criminall  justice  system  di  Almerikal  

Serikalt sejallaln dengaln ketidalkpualsaln terhaldalp mekalnisme kerjal   alpalraltur penegalk 

hukum daln institusi penegalk hukum. Ketidalkpualsaln ini pernalh terjaldi di Indonesial  

sehinggal   paldal   talhun 1980 alngkal   kriminallistals semalkin tinggi. 

Menurut  Malrdjono  Reksodiputro  yalng  dimalksud  dengaln  sistem  peraldilaln 

pidalnal  aldallalh sistem pengendallialn kejalhaltaln yalng terdiri dalri lembalgal  kepolisialn, 

kejalksalaln,  pengaldilaln  daln  pemalsyalralkaltaln  terpidalnal.  Sistem  Peraldilaln  Pidalnal  

merupalkaln sistem yalng dibualt untuk menalnggulalngi malsallalh-malsallalh kejalhaltaln 

yalng dalpalt menggalngu keterbitaln daln mengalncalm ralsal   almaln malsyalralkalt. Sistem 

Peraldilaln    Pidalnal          jugal           merupalkaln    sallalh    saltu    usalhal          malsyalralkalt    untuk 

 

 

18 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana,Widya. Bandung. 2009. hlm. 33. 
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mengendallikaln terjaldinyal   kejalhaltaln algalr beraldal   dallalm baltals-baltals toleralnsi yalng 

dalpalt diterimal. 

Sistem Peraldilaln Pidalnal    merupalkaln sualtu proses penegalkaln hukum pidalnal. 

Oleh kalrenal  itu, sistem peraldilaln pidalnal  berhubungaln eralt sekalli dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln  pidalnal      itu  sendiri,  balik  hukum  pidalnal     substalntif  malupun 

hukum alcalral    pidalnal. 

“Kalrenal  perundalng-undalngaln    pidalnal itu    paldal dalsalrnyal  merupalkaln 

penegalkaln hukum pidalnal     in albstralcto yalng alkaln diwujudkaln dallalm penegalkaln 

hukum pidalnal    in concrteto." 

Menurut Halgaln yalng membedalkaln alntalral   "criminall justice process de ngaln 

"criminall justice system". Criminall justice process aldallalh setialp talhalp dalri sualtu 

putusaln   yalng   mengha ldalpkaln   seseoralng   tersalngkal          kedallalm   proses   yalng 

membalwalnyal   paldal   penentualn pidalnal, sedalngkaln yalng dimalksud dengaln crimina ll 

justice system aldallalh interkoneksi alntalr keputusaln dalri setialp instalnsi yalng terlibalt 

dallalm proses peraldilaln pidalnal." 

Menurut  Halzel  B.  Kerper  jugal    menyaltalkaln  balhwal     criminall  justice system 

aldallalh the system by which society identifies, alccaluses, tries convicts alnd punishes 

those  who  violalted  the  criminall  lalw.  Aldalpun  yalng  dimalksud  dengaln  crimina ll 

justice process aldallalh the series of procedures by which society identifies, alccuses, 

tries convicts alnd punisher offenders. 
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1. Talhalpaln – Talhalpaln Sistem Peraldilaln Pidalnal    Indonesia l  

Al.  Pengertialn Penyelidik 

Penyelidik merupalkaln sallalh saltu pejalbalt negalral   yalng memiliki kewenalngaln 

yalng   telalh   dialtur   dallalm   Palsall   1   alyalt   (4)   KUHA lP,   dallalm   palsall   tersebut 

mengemukalkaln   balhwal         penyelidik   aldallalh   pejalbalt   Polisi   Negalral         Republik 

Indonesial          yalng   diberi   wewenalng   oleh   undalng-undalng   untuk   melalkukaln 

penyelidikaln.  Oleh  kalrenal       itu,  selalin  pejalbalt  polisi  merekal       tidalk  memiliki 

kewenalngaln untuk melalkukaln penyelidikaln, termalsuk jalksal    altalu alpalralt penegalk 

hukum lalinnyal. 

Malkal, setialp pejalbalt polisi aldallalh penyelidik mulali dalri palngkalt yalng terendalh 

salmpali  dengaln  palngkalt  yalng  tertinggi  daln  dengalm  jalbaltalnnyal      tersebut  bisal  

melalkukaln  penyelidikaln.  Daln  perlu  diketalhui  balhwal      penyelidikaln  merupalkaln 

subfungsi dalri penyidika ln, oleh sebalb itu sialpal    yalng diberi wewenalng menyidik 

jugal       mempunyali  wewenalng  untuk  melalkukaln  penyelidikaln.  Penyelidik  jugal  

memiliki   wewenalng   yalng   relaltif   luals   dalla lm   menerimal         lalporaln,   mencalri 

keteralngaln  daln  balralng  bukti  sertal     memeriksal     talndal     pengenall  diri  .  Disisi  lalin, 

seoralng   Penyidik   aldallalh   pejalbalt   polisi   yalng   dialngkalt   secalral       khusus   daln 

berpalngkalt cukup tinggi. 

Sebelum  melalngkalh  lebih  lalnjut  dengaln  melalkukaln  penyidikaln  dengaln 

konsekuensi   digunalkalnnyal        upalyal         palksal,   perlu   ditentukaln   terlebih   dalhulu 

berdalsalrkaln keteralngaln altalu daltal  yalng didalpalt dalri penyelidikaln, balhwal   peristiwal  

yalng  terjaldi  daln  didugal      sebalgali  tindalk  pidalnal      yalitu  benalr  aldalnyal     merupalkaln 

tindalk pidalnal   sehinggal    dalpalt dilalnjutkaln dengaln tindalkaln penyidikaln. 



60 
 

l l l l        l  l l l       l  l l 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengertialn Penyelidikaln 

 

Berdalsalrkaln  Palsall  1  butir  (5)  KUHA lP  menegalskaln  penyelidikaln  aldallalh 

seralngkalialn tindalkaln/penyelidikaln untuk mencalri daln menemukaln sualtu peristiwal  

yalng  didugal      merupalkaln  tindalk  pidalnal      gunal      menentukaln  dalpalt  altalu  tidalknyal  

dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 19 

Dalri uralialn dialtals dalpalt disimpulkaln balhwal     penyidikaln merupalkaln prosedur 

pertalmal         yalng   dilalkukaln   oleh   alpalralt   penegalk   hukum   sebelum   dilalkukaln 

pengalmbilaln sidik jalri a ltalu penyidikaln. Lalporaln, pengaldualn  altalu insiden yalng 

ditalngkalp lalngsung oleh alpalralt untuk ditindalklalnjuti secalral  hukum. Kalrenal   alpalralt 

tidalk  dalpalt  menalngkalp,  menalhaln,  menggeledalh,  menyital,  memeriksal       suralt, 

memalnggil  daln  menyeralhkaln  berkals  kepaldal       penuntut  umum  jikallalu  bukti- 

buktinyal  belum memenuhi altalu tidalk cukup konkrit (nyaltal). Perihall ini bisal  terjaldi 

kekelirualn dallalm menalngkalp pelalku jikal   pihalk ya lng berwenalng tidalk memeriksal  

informalsi yalng aldal  dengaln teliti, sehinggal  tidalk merendalhkaln halrkalt daln malrtalbalt 

malnusial. 

Penyelidikaln   sesungguhnyal          aldallalh   penyelidik   yalng   berupalyal         altalu 

berinsialtif sendiri untuk menemukaln peristiwal  ya lng didugal   sebalgali tindalk pidalnal. 

Wallalupun  dallalm  pelalksalalnaln  tugals  penyelidikaln  terkaldalng  jugal        menerimal  

lalporaln altalu pengaldualn dalri pihalk yalng dirugikaln (Palsall 108 KUHA lP). Tujualn 

dalri paldal   penyelidikaln memberikaln tuntutaln talnggung jalwalb kepaldal   alpalralt 

 

 

19 Dr. A. Djoko Sumaryanto. Sistem Peradilan Pidana, UBHARA Press, Surabaya, 2021. 
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penyelidik, algalr tidalk melalkukaln tindalkaln hukum yalng merendalhkaln halrkalt daln 

malrtalbalt malnusial. 

Aldalpun fungsi dalri penyelidikaln meliputi perlindungaln daln jalminaln halk alsalsi 

malnusial, aldalnyal     persyalraltaln yalng tegals daln pembaltalsaln penggunalaln tindalkaln 

palksal, pengalwalsaln yalng ketalt, tidalk setialp kejaldialn yalng terjaldi disebut sebalgali 

tindalk pidalnal, alpalbilal  peristiwal  sudalh jelals merupalkaln sualtu tindalk pidalnal   kalrenal  

telalh  diperoleh  bukti  permulalaln  yalng  cukup  malkal     dalpalt  lalngsung  dilalkukaln 

penyidikaln. 

Oleh kalrenal   itu, sebelum dilalkukaln penyelidikaln lebih lalnjut mengenali alkibalt 

dalri    melalkukaln    tindalkaln    pemalksalaln,    perlu    ditentukaln    terlebih    dalhulu, 

berdalsalrkaln  keteralngaln  altalu  daltal      yalng  diperoleh  dalri  penyelidikaln,  balhwal  

peristiwal   yalng terjaldi didugal   sebalgali tindalk pidalnal, yalitu memalng benalr aldalnyal, 

malkal        penyelidikaln   dalpalt   dilalnjutkaln   dengaln   tindalkaln   penyidikaln.   Dalpalt 

dikaltalkaln balhwal   penyelidikaln aldallalh sualtu tindalkaln persialpaln untuk penyidikaln, 

oleh  kalrenal       itu,  sebelum  melalkukaln  tindalkaln  penyidikaln  dilalkukaln  terlebih 

dalhulu penyelidikaln oleh alpalralt penyelidik yalng malksud daln tujualnnyal    aldallalh 

untuk mengumpulkaln balralng bukti yalng cukup algalr dalpalt menindalk lalnjuti berupal  

penyidikaln.  Dengaln  aldalnyal       talhalpaln  penyelidikaln,  dihalralpkaln  aldalnyal       sikalp 

kehalti-haltialn daln ralsal   bertalnggung jalwalb terhaldalp hukum yalng berlalku. 
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1.  Tugals daln Wewenalng Penyelidik 

 
Menurut palsall 4 KUHA lP penyelidik mempunyali tugals daln wewenalng 

sebalgali berikut : 

1) Alpalbilal   dilihalt dalri fungsi daln wewenalng penyelidik berdalsalrkaln hukum dalpalt 

berupal   : 

al) Menerimal  lalporaln daln pengaldualn dalri seseoralng tentalng aldalnyal   tindalk pidalnal. 

 
b) Mencalri keteralngaln daln balralng bukti. 

 
c) Menyuruh berhenti seseoralng yalng dicurigali daln menalnyalkaln sertal    memeriksal  

identitals diri. 

d) Mengaldalkaln tindalkaln lalin menurut hukum yalng bertalnggung jalwalb. 

 
2) Alpalbilal      dilihalt  dalri  fungsi  daln  wewenalng  penyelidik  berdalsalrkaln  perintalh 

penyidik dalpalt berupal   : 

al) Penalngkalpaln, lalralngaln meninggallkaln tempalt, penggeledalhaln daln penyitalaln. 

 
b) Pemeriksalaln daln penyitalaln suralt. 

 
c) Melalkukaln sidik jalri daln memotret seseoralng. 

 
d) Membalwal   daln menghaldalpkaln seseoralng kepaldal   penyidik. 

 
d) Dengaln pertimbalngaln yalng lalyalk berdalsalrkaln kealdalaln memalksal. 

 
e) Menghormalti halk alsalsi malnusial. 
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C. Pengertialn Penyidikaln 

 
Berdalsalrkaln  Palsall  1  alyalt  (2)  KUHA lP,  penyidikaln  aldallalh  seralngkalialn 

tindalkaln pejalbalt penyidik sesuali dengaln calral    yalng dialtur dallalm undalng-undalng 

ini,  untuk  mencalri  sertal      mengumpulkaln  bukti  yalng  dengaln  bukti  itu  membualt 

teralng tentalng tindalk pidalnal  yalng terjaldi sertal  seka lligus menemukaln tersalngkalnyal  

ltalu pelalku tindalk pidalnalnyal. 

R. Soesilo jugal   mengemukalkaln balhwal   pengertialn penyelidikaln ditinjalu dalri 

perkaltalalnnyal   aldallalh sebalgali berikut : “Penyelidikaln beralsall dalri kaltal   sidik yalng 

beralrti teralng”. Malkal, penyidikaln mempunyali alrti yalng jelals daln palsti. Penyidikaln 

aldallalh  pencalrialn  jejalk  yalng  mengalcu  paldal     berkals  tindalk  pidalnal      yalng  alrtinyal  

setelalh berkals ditemukaln daln dikumpulkaln malkal    tindalk pidalnalnyal    sudalh jelals. 

Dallalm  balhalsal       Belalndal,  penyidikaln  dikenall  dengaln  “Opsporing”  daln  dallalm 

balhalsal    Inggris disebut “Investigaltion”. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) 

beralrti pemeriksalaln permulalaln oleh pejalbalt-pejalbalt yalng untuk itu ditunjuk oleh 

undalng-undalng segeral  setelalh merekal  dengaln jalla ln alpalpun mendengalr kalbalr yalng 

sekedalr berallalsaln, balhwal    aldal   terjaldi sesualtu pelalnggalraln hukum. 

Tindalkaln  Penyelidikaln  penekalnaln  diletalkkaln  paldal     tindalkaln  mencalri  daln 

menemukaln  sualtu  peristiwal     yalng  dialnggalp  altalu  didugal    sebalgali  tindalk pidalnal. 

Paldal     penyidikaln, titik beralt tekalnalnnyal     diletalkkaln paldal    tindalkaln mencalri sertal  

 
 
 
 
 

 
20 https://yuridis.id/pasal-1-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana. html diakses pada 

tanggal 06 Maret 2022 Pukul 16.00. 

https://yuridis.id/pasal-1-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana
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mengumpulkaln  bukti.  Supalyal       tindalk  pidalnal       yalng  ditemukaln  dalpalt  menjaldi 

teralng. Algalr dalpalt menemukaln daln menentukaln pelalkunyal. 

Secalral          resmi   proses   penyidikaln   sudalh   mulali   dilalksalnalkaln   semenjalk 

dikelualrkalnnyal       Suralt  Perintalh  Penyidikaln  oleh  pejalbalt  yalng  berwenalng  dalri 

lembalgal   penyidik, setelalh pihalk kepolisialn menerimal   informalsi altalu daltal   tentalng 

tindalk pidalnal   daln mengkalji lalporaln tersebut secalral   cermalt, kilalt daln teliti. Perihall 

ini  selalin  untuk  melindungi  algalr  tidalk  terjaldi  penyallalhgunalaln  wewenalng  dalri 

pihalk kepolisialn, balgi pihalk tersalngkal   dengaln terdalpaltnyal   Suralt Perintalh tersebut 

merupalkaln sebalgali jalminaln terhaldalp perlindungaln halk-halk yalng dimilikinyal. 

Berdalsalrkaln paldal   Palsall 109 alyalt (1) KUHA lP, malkal   seoralng penyidik yalng 

telalh  mulali  melalksalnalkaln  sualtu  penyidikaln  terhaldalp  peristiwal     tindalk  pidalnal, 

penyidik halrus segeral     mungkin untuk memberitalhukaln telalh dimulali penyidikaln 

yalng  berlalrut-lalrut  talnpal    aldal    sualtu  penyelesalialn,  seoralng  penyidik  diwaljibkaln 

untuk   memberitalhukaln   perkembalngaln   penyidikaln   kepaldal        penuntut   umum, 

sementalral    di pihalk penuntut umum berwenalng untuk memintal    penjelalsaln kepaldal  

penyidik mengenali perkembalngaln penyidikaln yalng dilalkukaln oleh penyidik. 

Alpalbilal        penyidikaln   dihentikaln   kalrenal        tidalk   aldalnyal       cukup   bukti   altalu 

peristiwal     tersebut  bukaln  tindalk  pidalnal     altalu  kalrenal     allalsaln/  demi  hukum,  malkal  

penyidik waljib mengelualrkaln SP3 (Suralt Perintalh Penghentialn Penyidikaln) yalng 

tembusaln   suraltnyal          disalmpalikaln   kepaldal         penuntut   umum,   tersalngkal         daln 

kelualrgalnyal    (Palsall 109 alyalt (2) KUHA lP). sesuali dengaln petunjuk dalri penuntut 

umum (Palsall 110 KUHA lP). 
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D. Pengertialn Penyidik 

 

Berdalsalrkaln Palsall 1 alyalt (1) KUHA lP, penyidik aldallalh pejalbalt Polisi Negalral  

Republik   Indonesial        altalu   pejalbalt   pegalwali   negeri   sipil   tertentu   yalng   diberi 

wewenalng  khusus  oleh  undalng-undalng  untuk  melalkukaln  penyidikaln.  Penyidik 

dialtur lebih lalnjut dallalm Palsall 6 KUHA lP, yalng membaltalsi penyidik dallalm proses 

pidalnalnyal.  Aldalpun  baltalsaln  resmi  dallalm  talhalp  penyidikaln  tersebut   aldallalh 

penyidik  POLRI  daln  penyidik  negeri  sipil.  Alsisten  penyidik  jugal     dialtur  dallalm 

Palsall  1  alyalt  (1)  KUHAlP  daln  Palsall  6  KUHA lP  sertal      Palsall  10  KUHA lP  yalng 

mengatur tentang adanya asisten penyidik disamping penyidik.21 

Menurut Palsall 1 alngkal   (1) KUHA lP jo Palsall 1 alngkal   10 Undalng-Undalng RI 

Nomor  2  Talhun  2002  tentalng  Kepolisialn  Negalral     Republik  Indonesial,  penyidik 

aldallalh  “  Pejalbalt  polisi  Negalral     Republik  Indonesial      altalu  pegalwali  negeri  sipil 

tertentu   diberi   wewenalng   khusus   oleh   undalng-undalng   untuk   melalkukaln 

penyidikaln”. 

Yalng berwenalng melalkukaln Penyidikaln menurut Palsall 6 KUHA lP, yalitu : 

 
1. Kepolisialn Negalral   Republik Indonesial   (Pembalntu Letnaln Dual). 

 
2. Pegalwali  Negeri  Sipil  (II/b  Salrjalnal     Mudal      Palngkalt  Minimum),  tertentu  yalng 

diberi kekualsalaln khusus oleh undalng-undalng. 

 

 

 

 

 

 

 

21 M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan 

dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110 
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Aldalpun malcalm-malcalm penyelidik yalitu : 

 
I. Penyidik pejalbalt Polisi Negalral    Republik  Indonesial    tertentu, yalng berpalngkalt 

sekuralng-kuralngnyal    Pembalntu Letnaln Dual   Polisi (sekalralng Aljun Inspektur Tk.II 

yalng ditunjuk oleh KAlPOLRI). Dallalm hall disualtu sektor kepolisialn tidalk aldal   pe- 

nyidik  polisi  yalng  berpalngkalt  Aljun  Inspektur  Tk.II,  malkal       Komalndaln  sektor 

kepolisialn  yalng  berpalngkalt  Bintalral     (Brigaldir)  dibalwalh  Aljun  inspektur  Tk.II, 

kalrenal    jalbaltalnnyal   aldallalh penyidik. 

2. Penyidik  Pegalwali  Negeri  Sipil  Tertentu,  sekuralng-  kuralngnyal       berpalngkalt 

Pengaltur Mudal  Tk.I (Golongaln II/b) altalu yalng disalmalkaln, yalng pengalngkaltalnnyal  

dilalkukaln oleh Menteri Hukum daln HAlM altals usul-usul dalri Kementrialn yalng 

mem-  balwalhkaln  pegalwali  tersebut,  sebelum  melalkukaln  pengalngkaltaln  terlebih 

dalhulu me- ndengalrkaln pertimbalngaln Jalksal   A lgung daln KA lPOLRI. 

3. Penyidik Pembalntu, terdiri dalri : 

 
- Pejalbalt Polri tertentu yalng sekuralng-kuralngnyal     berpalngkalt Sersaln Dual    Polisi 

(Brigaldir). 

- Pejalbalt   PNS   tenentu   dallalm   lingkungaln   Polri   yalng   sekuralng-kuralngnyal  

berpalngkalt  Pengaltur  Mudal      (golongaln  II/al)  altalu  yalng  disalmalkaln  dengaln  itu. 

Pengalngkaltaln penyidik pembalntu, dialngkalt oleh KA lPOLRI altals usul komalndaln 

altalu pimpinaln kesaltualn malsing-malsing. 

4. Penyidik Perwiral   TNI-A lL tertentu, sekuralng-kuralngnyal   berpalngkalt pembalntu 

Letnaln II altals usul Komalndaln Kesaltualn malsing-malsing. 
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1. Penyidik Polisi 

 
Dilihalt   dalri   sisi   historis,   istilalh   "polisi"  daln   "kepolisialn"   di   Indonesial  

talmpalknyal       mengikuti  daln  menggunalkaln  istilalh  "politie"  di  Belalndal.  Hall  ini 

sebalgali alkibalt daln pengalruh dalri balngunaln sistem hukum Belalndal   yalng balnyalk 

diteralpalkaln   di  negalral     Indonesial,  sekallipun  dalla lm  doktrin,  ikralr  daln  semalngalt 

pengalbdialnnyal   yalng kital   kenall dengaln "Bhalyalngkalral" yalng berkembalng sebalgali 

pengalwall raljal   paldal    zalmaln keraljalaln Maljalpalhit. 

Menurut  Valn  Vollenhoven  dallalm  bukunyal      "Politie  Overzee"  sebalgalimalnal  

dikutip oleh Momo Kelalnal   istilalh "politie" didefinisikaln, sebalgali berikut : 

“ Onder politie valllen de regeeringorgalnen, die bevoegd en gehouden zijn om door 

toezicht of zo nodig door dwalng te bewerken, dalt de geregeerden hunnerzijds doen 

of lalten walt hun plicht is te doen of te lalten en welke bestalalt uit”. 

Dallalm   definisi   tersebut   dalpalt   kital         palhalmi,   balhwal          istilalh   "politie" 

mengalndung  alrti  sebalgali  orgaln  daln  fungsi,  yalkni  sebalgali  orgaln  pemerintalh 

dengaln   tugals   mengalwalsi,   jikal         perlu   menggunalkaln   palksalaln   supalyal         yalng 

diperintalh menjallalnkaln daln tidalk melalkukaln lalralngaln-lalralngaln perintalh. Fungsi 

dijallalnkaln altals kewenalngaln daln kewaljibaln untuk mengaldalkaln pengalwalsaln daln 

bilal      perlu  dengaln  palksalaln  yalng  dilalkukaln  dengaln  calral      memerintalh  untuk  me 

lalksalnalkaln   kewaljibaln   umum,   mencalri   secalral         alktif   perbualtaln   yalng   tidalk 

melalksalnalkaln  kewaljibaln  umum,  memalksal      yalng  diperintalh  untuk  melalkukaln 

kewaljibaln  umum  dengaln  peralntalral     pengaldilaln,  daln  memalksal     yalng  diperintalh 

untuk  melalksalnalkaln  kewaljibaln  umum  talnpal     peralntalralaln  pengaldilaln.  Saltu  hall 
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yalng  perlu  dicermalti  dalri  pengertialn  tersebut,  balhwal       polisi  termalsuk  orgaln 

pemerintalhaln    (regeeringorgalnen)    yalng    diberi    wewenalng    daln    kewaljibaln 

menjallalnkaln pengalwalsaln. Dengaln demikialn istilalh polisi dalpalt dimalknali sebalgali 

balgialn dalri orgalnisalsi pemerintalh daln sebalgali allalt pemerintalh. 

Menurut  Chalrles  Reith  dallalm  bukunyal      The  Blind  Eye  of  His  tory,  balhwal  

"Police in the English lalngualge calme to mealn alny kind of plalnning for improving 

or ordering communall existence" yalng malknalnyal   "polisi" sebalgali tialp-tialp usalhal  

untuk   memperbaliki   altalu   menertibkaln   taltal       susunaln   kehidupaln   malsyalralkalt. 

Menurut  Momo  Kelalnal     mengaltalkaln,  balhwal    istilalh  Polisi  mempunyali  dual    alrti, 

pertalmal          yalitu  polisi  dallalm  alrti  formall  yalng  mencalkup  penjelalsaln  tentalng 

orgalnisalsi daln kedudukaln sualtu instalnsi kepolisialn, daln kedual   dallalm alrti ma lteriil, 

yalitu  memberikaln  jalwa lbaln-jalwalbaln  terhaldalp  persoallaln-persoallaln  tugals  daln 

wewenalng  dallalm  ralngkal       menghaldalpi  balhalyal       altalu  galnggualn  kealmalnaln  daln 

ketertibaln, balik dallalm ralngkal     kewenalngaln kepolisialn umum melallui ketentualn- 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.22 

Menurut Kalmus Umum Balhalsal    Indonesial, istilalh "Polisi" memiliki beberalpal  

alrti, alntalral   lalin: 

1. Sebalgali baldaln pemerintalh yalng bertugals memelihalral   kealmalnaln daln ketertibaln 

umum (seperti menalngkalp oralng yalng melalnggalr). 

 

 

 

 

 
 

22 Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories 

komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, h.22 
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2. Alnggotal      dalri  baldaln  pemerintalhaln  tersebut  di  altals  (pegalwali  nega lral      yalng 

bertugals menjalgal   kealmalnaln).¹¹ 

Berdalsalrkaln   pengertialn   dalri   Kalmus   Umum   Balhalsal        Indonesial        tersebut 

ditegalskaln,   balhwal        kepolisialn   sebalgali   baldaln   pemerintalh   yalng   diberi   tugals 

memelihalral   kealmalnaln daln ketertibaln umum. Dengaln demikialn alrti polisi sebalgali 

baldaln altalu lembalgal    yalng halrus menjallalnkaln fungsi pemerintalhaln. 

Pengertialn lalin sebalgalimalnal  yalng disebutkaln dallalm Palsall 1 alngkal  1 Undalng- 

Undalng No. 2 Talhun 2002 tentalng Polri, "Kepolisialn aldallalh segallal  hall ihwall yalng 

berkalitaln dengaln fungsi daln lembalgal    polisi sesuali dengaln peralturaln perundalng- 

undalngaln".  kepolisialn  dallalm  Undalng-Undalng  Polri  tersebut  mengalndung  dual 

pengertialn, yalitu fungsi polisi daln lembalgal  polisi. Jikal  mencermalti dalri pengertialn 

fungsi polisi sebalgalimalnal  disebutkaln dallalm Palsall 2 Undalng-Undalng No. 2 Talhun 

2002   tentalng   Polri   tersebut,   fungsi   kepolisialn   sebalgali   sallalh   saltu   fungsi 

pemerintalhaln    negalral  dibidalng    pemelihalralaln    kealmalnaln    daln    ketertibaln 

malsyalralkalt,   penegalkaln   hukum,   pelindung,   pengalyom   daln   pelalyaln   kepaldal 

malsyalralkalt,   sedalngkaln   lembalgal        kepolisialn   aldallalh   orgaln   pemerintalh   yalng 

ditetalpkaln  sebalgali  sualtu  lembalgal       daln  diberikaln  kewenalngaln  men  ja llalnkaln 

fungsinyal   berdalsalrkaln peralturaln perundalng-undalngaln. 

Dengaln demikialn kepolisialn beralrti tentalng fungsi daln lembalgal    kepolisialn. 

Pemberialn malknal    dalri  kepolisialn ini dipengalruhi dalri konsep fungsi kepolisialn 

yalng dirumuskaln dallalm tugals daln wewenalngnyal. Pengertialn-pengertialn di altals 

dalpalt  ditalrik  kesimpulaln,  balhwal     istilalh  "polisi"  daln  "kepolisialn"  mengalndung 
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pengertialn  yalng  berbedal.  Istilalh  "polisi"  aldallalh  sebalgali  orgaln  altalu  lembalgal  

pemerintalh yalng aldal   dallalm negalral, daln istilalh "kepolisialn" aldallalh sebalgali orgaln 

daln   sebalgali   fungsi.   Sebalgali   orgaln,   yalitu   sualtu   lembalgal        pemerintalh   yalng 

terorgalnisalsi daln terstruktur dallalm orgalnisalsi negalral, sedalngkaln sebalgali fungsi, 

yalitu tugals daln wewena lng sertal    talnggungjalwalb lembalgal    altals kualsal    perundalng 

undalngsn (altribusi) untuk menyelenggalralkaln fungsinyal, alntalral   lalin pemelihalralaln 

kealmalnaln daln ketertiba ln malsyalralkalt, penegalkaln hukum, pelindung, pengalyom 

daln pelalyaln kepaldal   malsyalralkalt. 

al. Tugals Pokok Kepolisialn 

 
Tugals pokok kepolisialn yalng dimalksud dallalm Palsall 13 Undalng-Undalng No. 

2 Talhun 2002 tersebut dirinci dallalm Palsall 14 Undalng-Undalng No. 2 Talhun 2002 

tentalng Polri, yalitu : 

al.   Melalksalnalkaln   pengalturaln,   penjalgalaln,   pengalwallaln,   daln   paltroli   terhaldalp 

kegialtaln malsyalralkalt daln pemerintalh sesuali dengaln kebutuhaln. 

b. Menyelenggalralkaln segallal   kegialtaln dallalm menjalmin kealmalnaln, ketertibaln daln 

kelalncalraln lallu lintals di jallaln. 

c. Membinal     malsyalralkalt untuk meningkaltkaln palrtisipalsi malsyal    ralkalt, kesaldalraln 

hukum  malsyalralkalt  sertal      ketalaltaln  walrgal      malsyal      ralkalt  terhaldalp  hukum  daln 

peralturaln perundalng-undalngaln. 

d. Turut sertal   dallalm pembinalaln hukum nalsionall. 

 
e. Memelihalral    ketertibaln daln menjalmin kealmalnaln umum. 
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2. Pejalbalt Pegalwali Negeri Sipil 

 
Penyidik Pegalwali Negeri Sipil dialtur dallalm Palsall 6 alyalt (1) huruf b, yalitu 

Pegalwali  Negeri  Sipil  yalng  mempunyali  fungsi  daln  wewenalng  sebalgali  penyidik 

Pejalbalt  Penyidik  Pegalwali  Negeri  Sipil  (PPNS)  aldallalh  Pejalbalt  Pegalwali  Negeri 

Sipil  tertentu  yalng  berdalsalrkaln  Peralturaln  perundalng-undalngaln  ditunjuk  selalku 

Penyidik daln mempunyali wewenalng untuk melalkukaln penyidikaln tindalk pidalnal  

dallalm  lingkup  undalng-undalng  yalng  menjaldi  dalsalr  hukumnyal     malsing-malsing. 

Keberaldalaln  Pejalbalt  Penyidik  Pegalwali  Negeri  Sipil  (PPNS)   merupalkaln  upalyal  

pengoptimallaln  penegalkaln  hukum  di  bidalng  penyidikaln  sebalgali  pintu  malsuk 

proses  peraldilaln  pidalnal      dengaln  dalsalr  pertimbalngaln  balhwal       Pejalbalt  Penyidik 

Negeri Sipil (PPNS) memiliki keunggulaln secalral    teknis daln pengetalhualn dallalm 

kuallifikalsi bidalngnyal   malsing-malsing. Pejalbalt Penyidik Negeri Sipil (PPNS) sejalk 

menerimal   lalporaln altalu pengaldualn waljib  memberitalhukaln kepaldal   Penyidik Polri 

daln dallalm ralngkal  koordinalsi daln pengalwalsaln malkal  Pejalbalt Penyidik Negeri Sipil 

(PPNS) waljib melalporkaln kepaldal  Penyidik Polri proses penyidikalnnyal  daln balralng 

bukti-bukti  yalng  ditemukalnnyal.  Menurut  Yalhyal      Halralhalp  Kedudukaln  PPNS 

dallalm melalksalnalkaln tugals penyidikaln menurut ketentualn KUHAlP 

al.  PPNS  kedudukalnnyal     beraldal    di  balwalh  koordinalsi  daln  pengalwalsaln  Penyidik 

Polri. 

b.  Untuk  kepentingaln  penyidikaln,  Penyidik  Polri  memberikaln  petunjuk  kepaldal 

PPNS tertentu daln memberikaln balntualn penyidikaln yalng diperlukaln. 
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3. Kewenalngaln Penyidik 

 
Untuk  memenuhi  tugalsnyal      dallalm  proses  penyidikaln,  penyidik  diberikaln 

wewenalng  oleh  peralturaln  perundalng-undalngaln.  Kewenalngaln  Peyidik  sudalh 

dialtur di dallalm Palsall 7 KUHA lP yalitu : 

al. Menerimal   lalporaln altalu pengaldualn dalri seseoralng tentalng aldalnyal  tindalk pidalnal. 

 
b. Melalkukalnn tindalkaln pertalmal   paldal   salalt di tempalt kejaldialn. 

 
c. Menyuruh  berhenti  seoralng  tersalngkal      daln  memeriksal      talndal     pengenall  dalri 

tersalngkal. 

d. Melalkukaln penalngkalpaln, penalhalnaln, penggeledalhaln daln penyitalaln. 

 
e. Melalkukaln pemeriksalaln daln penyitalaln suralt. 

 
f. Mengalmbil sidik jalri daln memotret seseoralng. 

 
g. Memalnggil oralng untuk didengalr daln diperiksal   sebalgali tersalngkal    altalu salksi. 

 
Penyidik  sebalgalimalnal      dimalksud  dallalm  Palsall  6  alyalt  (1)  huruf  b  KUHA lP 

mempunyali wewenalng sesuali dengaln undalng-undalng yalng menjaldi dalsalr hukum 

setialp   oralng,   daln   dallalm   melalksalnalkaln   tugalsnyal         dibalwalh   koordinalsi   daln 

pengalwalsaln penyidik. Penyidik dimalksud dallalm Palsall 6 alyalt (1) huruf al   KUHAlP 

dallalm menjallalnkaln tugalsnyal, penyidik halrus talalt kepaldal    hukum yalng berlalku, 

penyidik  jugal      diberi  wewenalng  untuk  melalksalnalkaln  tugalsnyal      malsing-malsing 

diseluruh wilalyalh Indonesial. 
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4. Proses Penyidikaln 

 
Selalmal   proses penyidikaln, Penyidik menerimal   lalporaln altalu untuk pengaldualn 

sualtu  tindalk  pidalnal,  malkal     dilalkukaln  pemeriksalaln  di  tempalt  kejaldialn  perkalral  

(TKP).  Menurut  Palsall  75  KUHA lP,  halsil  pemeriksalaln  di  TKP  dijaldikaln  Berital 

Alcalral      Pemeriksalaln.  Paldal      berital     alcalral      berisika ln  segallal      sesualtu  yalng  dilihalt, 

diallalmi altalu didengalr. Berital   Alcalral   Pemeriksalaln di TKP merupalkaln bukti yalng 

salh, balhwal    “suralt”. Setelalh Berital    Alcalral    Pemeriksalaln di TKP selesali, penyidik 

membualt Berital   Alcalral   Pemeriksalaln salksi pelalpor altalu salksi  pengaldualn. Setelalh 

itu,  penyidik  altalu  pembalntu  penyidik  dalpalt  menyusun  “rencalnal      penyidikaln” 

meliputi “jadwal” dan “aktivitas ”.23 

Dallalm   proses   penyidikaln,   paldal         salalt   pemeriksalaln   salksi-salksi,   paldal  

prinsipnyal   setialp oralng bisal   menjaldi salksi daln merupalkaln sualtu kewaljibaln untuk 

daltalng jikal   dipalnggil oleh Penyidik hall tersebut berdalsalrkaln Palsall 112 KUHA lP. 

Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 1 alngkal    27 KUHA lP disebutkaln balhwal    keteralngaln 

salksi  merupalkaln  sallalh  saltu  allalt  bukti  dallalm  perkalral       pidalnal        yalng  berupal  

keteralngaln dalri salksi mengenali sualtu peristiwal   yalng merekal  dengalr,  lihalt sendiri, 

daln merekal    allalmi dengaln sendiri. Keteralngaln salksi tidalk perlu halrus mengenali 

semual  kejaldialn keteralngaln salksi diberikaln talnpal  tekalnaln dalri sialpalpun daln dallalm 

bentuk  alpalpun.  Dallalm  pemeriksalaln  salksi,  penyidik  halrus  memperhaltikaln  alsals 

cepalt, sederhalnal, daln bialyal    ringaln. 

 

 

 
 

23 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). 

Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h.80 
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B. Pengertialn Penuntutaln 

 
Pengertialn penuntutaln sebalgalimalnal   menurut Palsall 1 alngkal   7 KUHA lP, balhwal  

“Penuntutaln aldallalh sualtu perbualtaln yalng diberi wewenalng oleh penuntut umum. 

Kalsus pidalnal   dirujuk ke pengaldilaln negeri yalng berwenalng sesuali dengaln metode 

altalu calral    yalng telalh dialtur di dallalm undalng-undalng ini, altals permintalaln untuk 

diperiksal   daln diputus oleh halkim di sidalng Pengaldilaln”. 

Penuntutaln  dilalkukaln  oleh  penuntut  umum  sebalgalimalnal     dijelalskaln  dallalm 

Palsall 1 alngkal   3 Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln, yalng 

berbunyi   “Penuntutaln   aldallalh   tindalkaln   penuntut   umum   untuk   melimpalhkaln 

perkalral    ke pengaldilaln negeri yalng berwenalng dallalm hall daln menurut calral   yalng 

dialtur  dallalm  Hukum  A lcalral      Pidalnal     dengaln  permintalaln  supalyal     diperiksal      daln 

diputus oleh halkim di sidalng pengaldilaln”. 

Sedalngkaln dallalm Palsall 1 alngkal    2 Undalng-Unda lng Nomor 16 Talhun 2004 

tentalng   Kejalksalaln   dijelalskaln   “Penuntut   umum   aldallalh   jalksal         yalng   diberi 

wewenalng    oleh    undalng-undalng    ini    untuk    melalkukaln    penuntutaln    daln 

melalksalnalkaln penetalpaln halkim”. Penuntut Umum jugal  dirumuskaln didallalm palsa ll 

1 alyalt (6) KUHA lP 

yalitu : 

 
1. Jalksal     aldallalh  pejalbalt  yalng  diberi  wewenalng  oleh  Undalng-Undalng  ini  untuk 

bertindalk sebalgali Penuntut Umum sertal   melalksalnalkaln putusaln Pengaldilaln yalng 

telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp. 
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2. Penuntut Umum aldallalh Jalksal    yalng diberi wewenalng oleh undalng-undalng ini 

untuk melalkukaln penuntutaln daln melalksalnalkaln penetalpaln Halkim. 

Dallalm hukum alcalral   pidalnal    di Indonesial   dikenall dual   alsals penuntutaln yalitu : 

 
1. Alsals  Legallitals,  yalitu  alsals  yalng  mewaljibkaln  kepaldal     penuntut  umum  untuk 

melalkukaln  penuntutaln  terhaldalp  seseoralng  yalng  melalnggalr  peralturaln  hukum 

pidalnal. Alsals ini merupalkaln penjelmalaln dalri alsals equallity before the lalw. 

2. Alsals Oportunitals, yalitu alsals yalng memberikaln wewenalng paldal  penuntut umum 

untuk tidalk melalkukaln penuntutaln terhaldalp seseoralng yalng melalnggalr peralturaln 

hukum   pidalnal       dengaln   jallaln   mengesalmpingkaln   perkalral       yalng   sudalh   teralng 

pembuktialnnyal   untuk kepentingaln umum. 

Proses   penuntutaln   di   kejalksalaln   yalitu   setelalh   pemeriksalaln   di   tingkalt 

kepolisialn/penyidik sudalh lengkalp, daln kalsus tersebut kemudialn dilimpalhkaln ke 

kejalksalaln  untuk  dilalkualn  proses  penuntutaln  yalng  dilengkalpi  dengaln  berkals 

perkalral, tersalngkal   daln allalt bukti lalinnyal. Alpalbilal   dallalm walktu 7 halri tidalk aldal 

pemberitalhualn dalri kejalksalaln malkal    berkals dinyaltalkaln P-21 daln sialp dilalkukaln 

penuntutaln,   alkaln   tetalpi   jikal         berkals   diralsal        kuralng   lengkalp,   malkal         berkals 

dikemballikaln dengaln dilengkalpi salraln tentalng kekuralngaln yalng diberikaln walktu 

selama 14 hari untuk melengkapi berkas.24 

Setelalh  penyidik  melengkalpi  berkals  perkalral      sebalgalimalnal      dimalksud  paldal  

Palsall  138  alyalt  (2)  KUHA lP,  selalnjutnyal      menurut  Palsall  139  KUHA lP,  yalitu 

 

 
 

24 Dr. Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajagrafindo Persada, Depok,2019. 
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“Setelalh penuntut umum menerimal    altalu menerima l   kemballi halsil penyidikaln yalng 

lengkalp dalri penyidik, malkal   segeral, menentukaln alpalkalh berkals perkalral    itu sudalh 

memenuhi persyalraltaln untuk dalpalt altalu tidalk dilimpalhkaln ke pengaldilaln”. 

Daln jikal   penuntut umum memilili pendalpalt lalin,malkal   dallalm Palsall 140 alyalt 

 

(2) KUHA lP, menjelalskal   sebalgali berikut : 

 
1. Dallalm hall penuntut umum memutuskaln untuk menghentikaln penuntutaln kalrenal  

tidalk  terdalpalt  cukup  bukti  altalu  peristiwal     tersebut  ternyaltal     bukaln  merupalkaln 

tindalk pidalnal    altalu perkalral    ditutup demi hukum, penuntut umum menualngkaln hall 

tersebut dallalm suralt ketetalpaln. 

2. Isi suralt ketetalpaln tersebut diberitalhukaln kepaldal    tersalngkal   daln bilal   ial    ditalhaln, 

waljib segeral   dibebalskaln. 

3. Turunaln suralt ketetalpaln itu waljib disalmpalikaln kepaldal   tersalngkal   kelualrgal   altalu 

penalsihalt hukum, pejalbalt rumalh talhalnaln negalral, penyidik daln halkim. 

Malkal     mengenali  perihall  wewenalng  penuntut  umum  untuk menutup perkalral  

demi hukum, berdalsalrkaln dallalm Palsall 140 alyalt (2) huruf al    KUHAlP, pedomaln 

pelalksalnalaln KUHA lP memberi penjelalsaln balhwal   ”perkalral   ditutup demi hukum” 

dialrtikaln sesuali dengaln Buku I KUHP Balb VIII tentalng halpusnyal    halk menuntut 

tersebut dallalm Palsall 76, 77 daln 78 KUHP Nalmun demikialn, menurut Palsall 140 

alyalt (2) huruf d KUHA lP, balhwal     “Alpalbilal     kemudialn ternyaltal    aldal     allalsaln balru, 

penuntut   umum   dalpalt   melalkukaln   penuntutaln   terhaldalp   tersalngkal”.   Dallalm 

ketentualn tersebut, balhwal   ketetalpaln penuntut umum untuk menyalmpingkaln sualtu 

tindalkaln (yalng tidalk didalsalrkaln kepaldal   oportunitals), malkal   tidalk berlalkunyal    alsals 
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non  bis  idem  yalng  alrtinyal      alsals  yalng  mengaltur  tentalng  seseoralng  tida lk  boleh 

dituntut dual    kalli kalrenal     perbualtaln yalng telalh mendalpaltkaln putusaln yalng telalh 

berkekualtaln hukum tetalp. 

Alpalbilal   penuntut umum melalkukaln penuntutaln kemballi terhaldalp tersalngkal, 

malkal    halrus dilalkukaln penyidikaln kemballi, daln menurut Pedomaln pelalksalnalaln 

KUHA lP , balhwal    yalng  melalkukaln penyidikaln dallalm hall ditemukalnnyal    allalsaln 

balru tersebut aldallalh “penyidik”. Daln alpalbilal  halsil dalri penyidikaln, penyidik telalh 

diterimal   oleh penuntut umum, malkal   menurut Palsall 143 alyalt (1) KUHA lP,balhwal  

penuntut umum melimpalhkaln perkalral     ke pengaldilaln negeri dengaln permintalaln, 

algalr segeral   mengaldili perkalral    tersebut disertali dengaln suralt dalkwalaln”. 

Daln Menurut Palsall 143 alyalt (4) KUHA lP, balhwal   Turunaln suralt pelimpalhaln 

perkalral   besertal   suralt dalkwalaln disalmpalikaln kepaldal   tersalngkal   altalu kualsalnyal   altalu 

penalsihalt   hukumnyal         daln   penyidik,   paldal         sa lalt   yalng   bersalmalaln   dengaln 

penyalmpalialn suralt pelimpalhaln perkalral    tersebut ke pengaldilaln negeri”. 

Dalpalt  disimpulkaln  balhwal       penuntutaln  yalng  dimalksud  dialtals  aldallalh  paldal  

pokoknyal      sebelum  melimpalhkaln  berkals  perkalral     ke  dallalm  sidalng  pengaldilaln, 

secalral    galris besalr penuntut umum daln penuntutaln halrus mempelaljalri daln meneliti 

berkals perkalral   yalng dialjukaln oleh penyidik mengenali bukti yalng dialjukaln cukup 

balhwal  terdalkwal  telalh melalkukaln tindalk pidalnal, daln dallalm walktu tujuh halri waljib 

memberitalhukaln  kepaldal     penyidik  alpalkalh  halsil  penyidikaln  sudalh  lengkalp  altalu 

belum. Alpalbilal   dallalm halsil penyidikaln ternyaltal    belum lengkalp, penuntut umum 
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mengemballikaln  berkals  perkalral     kepaldal      penyidik  disertali  pentunjuk  tentalng  ha ll 

yalng halrus dilalkukaln untuk dilengkalpi. 

2. Tugals daln Wewenalng Penuntut Umum 

 
Di  dallalm  Palsall  13  KUHA lP  ,  penuntut  umum  aldallalh  jalksal       yalng  diberi 

wewenalng untuk melalkukaln penuntutaln daln melalksalnalkaln penetalpaln halkim. 

Wewenalng penuntut umum dialtur di dallalm Palsall 14 KUHA lP : 

 
al.  Memenerimal     daln  memeriksal      berkals  perkalral      penyidikaln  dalri  penyidik  altalu 

penyidik pembalntu. 

b. Mengaldalkaln pralpenuntutaln alpalbilal     aldal     kekuralngaln paldal     penyidikaln dengaln 

memperhaltikaln ketentualn Palsall 10 alyalt( 3) daln alyalt (4), dengaln member petunjuk 

dallalm ralngkal    penyempurnalaln penyidikaln dalri penyidik. 

c. Memberikaln perpalnjalngaln penalhalnaln, melalkukaln penalhalnaln altalu penalhalnaln 

lalnjutaln daln altalu mengubalh staltus talhalnaln setelalh perkalralnyal   dilimpalhkaln oleh 

penyidik. 

d. Membualt suralt dalkwalaln. 

 
e. Melimpalhkaln perkalral    ke pengaldilaln. 

 
Dallalm  hall  tersebut,  halsil  dalri  penyidikaln  malsih  belum  lengkalp,  penuntut 

umum mengemballikaln berkals perkalral    kepaldal    penyidik disertali petunjuk tentalng 

hall yalng halrus dilalkukaln untuk dilengkalpi daln dallalm walktu empalt belals halri sejalk 

talnggall penerimalaln berkals, penyidik halrus sudalh menyalmpalikaln kemballi berkals 

perkalral   itu kepaldal   penuntut umum (Palsall 138 KUHA lP). 
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3. Penghentialn Penuntutaln 

 
Menurut   palsall   140   alyalt   (2)   KUHA lP,   Penuntut   Umum   dalpalt   melalkukaln 

penghentialn penuntutaln dengaln allalsaln penghentialn penuntutaln untuk kepentingaln 

hukum : 

al. Tidalk cukup bukti : Dialtur didallalm palsall 140 alyalt 2 huruf al    KUHA lP dalpalt 

menghentikaln  penuntutaln  alpalbilal     perkalral      tersebut  tidalk  memiliki  bukti  yalng 

cukup. Bunyi palsall tersebut aldallalh sebalgali berikut : 

“Dallalm hall penuntut umum memutuskaln untuk menghentikaln penuntutaln kalrenal  

tidalk  terdalpalt  cukup  bukti  altalu  peristiwal       tersebut  ternyaltal       bukaln  merupalkaln 

tindalk pidalnal    altalu perkalral    ditutup demi hukum, penuntut umum menualngkaln hall 

tersebut dallalm suralt ketetalpaln”. 

b. Bukaln perbualtaln pidalnal     : Dallalm hall bukaln merupalkaln tindalk pidalnal     aldallalh 

ketikal     dilalkukaln  penyelidikaln  daln  penuntutaln  ternyaltal     perkalral      tersebut  bukaln 

termalsuk   dallalm   perkalral        tindalk   pidalnal        melalinkaln   perkalral       perdaltal.   Untuk 

menentukaln balhwal   seseoralng telalh melalkukaln tindalk pidalnal   altalu bukaln dalpaltlalh 

dilalkukaln   paldal       pembuktialn   yalitu   dipengaldilaln   dimalnal       pengaldilaln   tersebut 

merupalkaln  wewenalng  dalri  halkim  yalng  memeriksal     perkalral     yalng  oleh  penuntut 

umum telalh dialjukaln. Dallalm palsall 191 alyalt (2) KUHAlP disebutkaln balhwal    : 

“Jikal            pengaldilaln   berpendalpalt   balhwal            perbualtaln   terdalkwal            terbukti,   tetalpi 

perbualtaln itu tidalk merupalkaln sualtu tindalk pidalnal, malkal    terdalkwal    diputus lepals 

dalri segallal    tuntutaln hukum”. 
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C. Pengertialn Pengaldilaln 

 
Sedalngkaln pengaldilaln altalu rechtbalnk dallalm Balhalsal  Belalndal  daln court dallalm 

Balhalsal        Inggris  aldallalh  baldaln  yalng  melalkukaln  peraldilaln,  yalitu  memeriksal, 

mengaldili,  daln  memutus  perkalral-perkalral.  Pengaldilaln  merupalkaln  pengertialn 

khusus,  yalitu  sualtu  lembalgal       tempalt  mengaldili  altalu  menyelesalikaln  sengketal  

hukum dallalm ralngkal   kekualsalaln kehalkimaln yalng mempunyali kekualsalaln albsolut 

daln relaltif sesuali peralturaln perundalng-undalngaln. 

Keberaldalaln  lembalgal     pengaldilaln  sebalgali  subsistem  peraldilaln  pidalnal      telalh 

dialtur   di   dallalm   Undalng-Undalng   No.   48   Talhun   2009   tentalng   Kekualsalaln 

Kehalkimaln. Palsall 1 Undalng-Undalng tersebut memberi definisi tentalng kekualsalaln 

kehalkimaln  sebalgali  berikut  :  “Kekualsalaln  kehalkimaln  aldallalh  kekualsalaln  negalral  

yalng merdekal   untuk menyelenggalralkaln peraldilaln gunal    menegalkkaln hukum daln 

kealdilaln berdalsalrkaln Palncalsilal, demi terselengga lralnyal    negalral    hukum Republik 

Indonesial.”  Sesuali  dengaln  Undalng-Undalng  No.  48  Talhun  2009  tersebut  daln 

KUHA lP,  tugals  Pengaldilaln  aldallalh  menerimal,  memeriksal    daln  memutus  perkalral  

yalng dialjukaln kepaldalnyal. Dallalm memeriksal   seseoralng terdalkwal, halkim bertitik 

tolalk  paldal      suralt  dalkwalaln  yalng  38  dibualt  oleh  Jalksal       Penuntut  Umum,  daln 

mendalsalrkaln   paldal        allalt   bukti   sebalgalimalnal         ketentualn   Palsall   184   KUHA lP. 

Kemudialn  dengaln  sekuralng-kuralngnyal       2  (dual)  allalt  bukti  daln  keyalkinalnnyal, 

halkim menjaltuhkaln putusalnnyal. 
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1. Pemeriksalaln Perkalral    di Sidalng Pengaldilaln 

 
Proses pemeriksalaln di sidalng pengaldilaln terdiri dalri : 

 
1. Pembukalaln sidalng. 

 
2. Pemeriksalaln identitals terdalkwal. 

 
3. Pembalcalaln suralt dalkwalaln. 

 
4. Pembalcalaln eksepsi . 

 
5. Talnggalpaln altals eksepsi. 

 
6. Pembalcalaln putusaln selal. 

 
7. Pemeriksalaln salksi daln balralng bukti : 

 
al. Pemeriksalaln salksi korbaln/pelalpor/pengaldu. 

 
b. Pemeriksalaln alhli. 

 
8. Pemeriksalaln terdalkwal. 

 
9. Tuntutaln pidalnal    altalu requistoir. 

 
10. Pembelalaln altalu pledoi. 

 
11. Pembalcalaln replik. 

 
12. Pembalcalaln duplik. 
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2. Prinsip – Prinsip Pemeriksalaln di Pengaldilaln 

 
1. Terbukal   untuk umum, dengaln perkecuallialn, sidalng tertutup untuk : 

al. Terdalkwalnyal   malsih alnalk-alnalk. 

b. Perkalral   tindalk pidalnal   kesusilalaln. 

 
2. Terdalkwal    haldir paldal    salalt perkalral   diperiksal, kecualli dallalm perkalral   : 

al. Tindalk Pidalnal   Ekonomi. 

b. Tindalk Pidalnal   Terorisme (Palsall 35 UU No.1/PrP/2002). 

 
c. Tindalk Pidalnal   Korupsi (Palsall 38 UU 31/1999). 

 
3. Pimpinaln sidalng : 

 
al. Halkim "Ketual   Sidalng/Ketual    Mal,elis. 

 
b. Peralnalnnyal   dialtur dallalm Palsall 217 KUHA lP 

 
4. Pemeriksalaln secalral    lalngsung daln memalkali balhalsal   lndonesial   (Palsall 

153 alyalt (2) huruf al    KUHA lP). 

5. Keteralngaln terdalkwal/salksi secalral    bebals (Palsall 153 alyalt (2) huruf b KUHA lP). 

 
6. Terlebih   dalhulu   mendengalrkaln   keteralngaln-keteralngaln   salksi   (terdalkwal  

belalkalngaln  memberikaln  keteralngaln)  (Palsall  160  alyalt  (1)  huruf  b  KUHA lP). 

Bertujualn,   algalr   terdalkwal          mempunyali   walktu/kesempaltaln   untuk   membelal  

kepentingalnnyal   lebih balik. 

. 
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B. Peneralpaln Salnksi Pidalnal    Terhaldalp Pelalku Usalhal    Pengeda lr 

Kosmetik Ilegall 

1. Pengertialn Salnksi 

 
Salnksi menurut Kalmus Besalr Balhalsal    Indonesial    memiliki  alrti talnggungaln, 

tindalkaln, hukumaln altals pelalnggalraln sualtu perjalnjialn altalu peralturaln. 

Salnksi aldallalh sebualh hukumaln altalu tindalkaln palksalaln yalng diberikaln kalrenal  

yalng bersalngkutaln galgall memaltuhi hukum, alturaln, altalu perintalh, sebalgalimalnal  

didefinisikaln oleh Blalck's Lalw Dictionalry Seventh Edition sebalgali berikut : 

“Al   penallty or coercive mealsure thalt results from falilure to comply with al   lalw, rule, 

or order (al    salnction for discovery albuse)”. 

Menurut Soetoso, salnksi aldallalh peralturaln yalng dibualt oleh piha lk berwenalng 

dengaln tujualn untuk mengaltur kehidupaln malsyalralkalt, yalng memiliki kalralkteristik 

perintalh  daln  la lralngaln  yalng  bersifalt  waljib,  sertal       meneralpkaln  hukum  kepaldal  

seseoralng yalng melalnggalr  hukum. 

Menurut  Imalm Mulyal, salnksi aldallalh alturaln  tertulis daln tidalk tertulis yalng 

mengaltur ketertibaln umum, daln alpalbilal   seseoralng melalnggalr alturaln tersebut alkaln 

dikenalkaln  salnksi  sesuali  dengaln  perbualtaln  yalng  dilalnggalr.  Tujualnnyal       algalr 

menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.25 

 

 

 

 

 

 

25 https://kabarkan.com/sanksi-adalah.httml. 

https://kabarkan.com/sanksi-adalah.httml
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Salnksi dallalm balhalsal   Indonesial   dialmbil dalri balhalsal   Belalndal, Salnctie, seperti 

dallalm poenalle salnctie yalng terkenall dallalm sejalralh Indonesial    paldal    malsal    koloniall 

Belalndal.  Salnksi  dallalm  konteks  hukum,  beralrti  hukumaln  yalng  dijaltuhkaln  oleh 

pengaldilaln, daln dallalm konteks sosiologi salnksi dalpalt beralrti control sosiall. 

Salnksi  aldallalh  sualtu  hukumaln  yalng  dijaltuhkaln  oleh  negalral     altalu  kelompok 

tertentu kalrenal   terjaldi pelalnggalraln yalng dilalkukaln oleh seseoralng altalu kelompok 

dallalm lingkup malsyalralkalt kaltal    salnksi ini balnyalk digunalkaln untuk menghukum 

seseoralng altalu kelompok yalng melalkukaln pelalnggalraln. 

Salnksi  hukum  dalpalt  dipalksalkaln  oleh  lembalgal      negalral      terhaldalp  seseoralng 

yalng   melalnggalr   ketentualn   hukum,   sehinggal          dalpalt   menjalmin   terciptalnyal  

ketertibaln,  ketentralmaln  daln  kedalmalialn.  Fungsi  dalri  salnksi  hukum  aldallalh  algalr 

seseoralng menjaldi paltuh daln talalt dallalm melalksalnalkaln ketentualn hukum. 

Salnksi hukum dallalm alrti sempit aldallalh salnksi altalu hukumaln yalng dijaltuhkaln 

paldal    seseoralng yalng melalnggalr hukum, salnksi hukum yalng dialtur oleh hukum 

balik   mengenali   rualng   lingkup,   calral        pelalksalnalaln,   talkalraln   beralt   ringalalnnyal  

hukumaln malupun upalyal   yalng tersedial  balgi tersalngkal  untuk membuktikaln ketidalk 

sallalhaln altalu tuduhaln untuk menalngkis altalu menalngkall tuduhaln yalng dijaltuhkaln 

paldalnyal. Dengaln diteralpkalnnyal    salnksi, algalr malsyalralkalt memaltuhi altalu mentalalti 

kalidalh  hukum.  Malkal     dengaln  aldalnyal      salnksi  dihalralpkalm  ketalaltaln  malsyalralkalt 

terhaldalp hukum dalpalt dipertalhalnkaln. Tidalk dalpalt dibalyalngkaln jikal   sualtu kalidalh 

dinalmalkaln hukum talnpal   aldalnyal   salnksi, sualtu alturaln talnpal   alncalmaln salnksi alkaln 

lebih berkonotalsi pernyaltalaln bialsal   dalripaldal   sebalgali kalidalh hukum. 
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2. Malcalm-Malcalm Salnksi 

Al. Salnksi Pidalnal  

Salnksi pidalnal   merupalkaln salnksi yalng lebih beralt dibalndingkaln dengaln salnksi 

dallalm hukum perdaltal   daln hukum aldministralsi. Pendekaltaln yalng dibalngun aldallalh 

sebalgali  sallalh  saltu  upalyal      untuk  mencegalh  altalu  mengaltalsi  kejalhaltaln  melallui 

hukum pidalnal    dengaln pelalnggalraln dikenalkaln salnksinyal   berupal   pidalnal. 

Aldalpun pengertialn dalri salnksi pidalnal   menurut palral   alhli yalng dikemukalkaln 

sebalgali berikut : 

Menurut  Roeslaln  Salleh,  mengemukalkaln  pendalpalt  balhwal       pidalnal      aldallalh 

realksi altals delik daln ini berwujud sualtu nestalpal   yalng dengaln sengaljal   ditimpalkaln 

negalral     paldal    pembualt  delik  (perbualtaln  yalng  dalpalt  dikenalkaln  hukumaln  kalrenal  

merupalkaln pelalnggalraln terhaldalp undalng-undalng). 

Menurut Richalrd D. Schwalrtz Daln Jerome H. Skonlick salnksi pidalnal    yalng 

dimalksudkaln untuk : 

al. Mencegalh terjaldinyal    pengulalngaln tindalk pidalnal   (to prevent recidivism). 

 
b. Mencegalh oralng melalkukaln perbualtaln yalng salmal   seperti yalng dilalkukaln oleh 

terpidalnal   (to deterother from the performalnce of similalr alcts). 

c. Menyedialkaln salluraln untuk mewujudkaln motif-motif ballals dendalm (to provide 

al   chalnnel for the expression of retallialtory motives). 
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B. Salnksi Perdaltal  

 
Bentuk  salnksi  hukum  perdaltal      dalpalt  berupal      kewaljibaln  untuk  memenuhi 

prestalsi  (kewaljibaln)  daln  altalu  hilalngnyal      sualtu  kealdalaln  hukum,  diikuti  dengaln 

terciptalnyal      sualtu  kealdalaln  hukum  balru.  Daln  jugal     pelalnggalraln  dallalm  hukum 

perdaltal   alkaln mendalpaltkaln salnksi berupal    galnti rugi daln dendal    kepaldal    pihalk yalng 

meralsal   dirugikaln. Pihalk yalng meralsal   dirugikaln dalpalt mengaljukaln sualtu gugaltaln 

kepaldal    pihalk yalng telalh melalnggalr salnksi tersebut. Setelalh aldal    pengaldualn dalri 

pihalk yalng berkepentingaln, yalitu pihalk yalng meralsal    dirugikaln, malkal    pihalk yalng 

mengaldu tersebut menjaldi penggugalt dallalm perkalral   tersebut. 

Dengaln meneralpalkaln penegalkaln hukum terhaldalp seseoralng yalng merugikaln 

kepentingaln  oralng  lalin  salngaltlalh  diperlukaln  didallalm  kehidupaln  salalt  ini  untuk 

memberikaln efek jeral    melallui gugaltaln di pengaldilaln. 

Ditinjalu dalri sifaltnyal, putusaln yalng alkaln dijaltuhkaln oleh halkim dalpalt berupal 

 
: 

 
1. Putusaln kondemnaltor (condemnaltior), yalitu putusaln yalng bersifalt menghukum 

sallalh saltu pihalk yalng berpekalral. 

2. Putusaln deklalraltor altalu deklalraltif (declalraltoir vonnis), yalitu pernyaltalaln halkim 

tentalng sesualtu halk altalu title malupun staltus yalng dicalntumkaln dallalm almalr altalu 

diktum putusaln. 

3. Putusaln konstitutif (constitutief vonnis), yalitu putusaln yalng memalstikaln sualtu 

kealdalaln hukum, balik yalng bersifalt menghilalngkaln altalu menialdalkaln sualtu kealalaln 

hukum malupun menimbulkaln kealdalaln hukum balru. 
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Peneralpaln salnksi perdaltal   terhaldalp pelalku usalhal    kosmetik ilegall, yalitu dialtur 

didallalm Palsall 1365 KUHPerdaltal  berbunyi “tialp perbualtaln melalnggalr hukum yalng 

membalwal       kerugialn  kepaldal       seseoralng  lalin,  mewaljibkaln  oralng  yalng  kalrenal  

sallalhnyal      menerbitkaln  kerugialn  itu,  menggalnti  kerugialn  tersebut”.  Palsall  1366 

berbunyi  “setialp  oralng  bertalnggung  jalwalb  tidalk  saljal        untuk  kerugialn  yalng 

disebalbkaln perbualtalnnyal, tetalpi jugal    untuk kerugialn yalng disebalbkaln kelallalialn 

altalu kuralng halti-haltinyal”. Berdalsalrkaln Palsall 19 Undalng-Undalng Perlindungaln 

Konsumen telalh mengaltur tentalng talnggung jalwalb dalri pelalku usalhal   yalitu : 

1. Pelalku  usalhal       bertalnggung  jalwalb  memberikaln  galnti  rugi  altals  kerusalkaln, 

pencemalraln, daln/altalu kerugialn konsumen alkibalt mengkonsumsi balralng daln/altalu 

jalsal   yalng dihalsilkaln altalu diperdalgalngkaln. 

2. Galnti rugi sebalgalimalnal     dimalksud paldal     alyalt (1) dalpalt berupal    pengemballialn 

ualng altalu penggalntialn balralng daln/altalu jalsal  yalng sejenis altalu setalral  nilalinyal, altalu 

peralwaltaln kesehaltaln daln/altalu pemberialn salntunaln yalng sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

3. Pemberialn galnti rugi dilalksalnalkaln dallalm tenggalng walktu 7 (tujuh) halri setelalh 

talnggall tralnsalksi. 

4. Pemberikaln  galnti  rugi  sebalgalimalnal     dimalksud  paldal     alyalt  (1)  daln  (2)  tidalk 

menghalpuskaln  kemungkinaln  aldalnyal      tuntutaln  pidalnal      berdalsalrkaln  pembuktialn 

lebih lalnjut mengenali aldalnyal    unsur kesallalhaln. 
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C. Salnksi Aldministraltif 

 
Salnksi aldministraltif dalpalt dialrtikaln sebalgali salnksi yalng dikenalkaln terhaldalp 

pelalnggalraln    aldministralsi    altalu    ketentualn    undalng-undalng    yalng    bersifalt 

aldministraltif.   Salnksi   aldministraltif   dalpalt   berupal       dendal,   peringaltaln   tertulis, 

pencalbutaln izin tertentu, daln lalin-lalin. 

Salnksi  dallalm  hukum  aldministralsi  aldallalh  “allalt  kekekualsalaln  yalng  bersifalt 

hukum   publik   yalng   dalpalt   digunalkaln   oleh   pemerintalh   sebalgali   realksi   altals 

ketidalkpaltuhaln   terhaldalp   kewaljibaln   yalng   terdalpalt   dallalm   normal          Hukum 

aldministralsi negalral”. 

Berdalsalrkaln  definisi  ini  talmpalk  aldal      empalt  unsur  salnksi  dallalm  hukum 

aldministralsi negalral, yalitu allalt kekualsalaln (malchtmiddelen), bersifalt hukum publik 

(publiekrechtlijke),  digunalkaln  oleh  pemerintalh  (overheid),  sebalgali  realksi  altals 

ketidalkpaltuhaln (realctive op niet-nalleving). 

Aldalpun jenis dalri salnksi aldministraltif yalitu : 

 
al. Salnksi repalraltoir aldallalh salnksi yalng diteralpkaln sebalgali realksi altals pelalnggalraln 

normal,  yalng  ditujukaln  untuk  mengemballikaln  paldal      kondisi  semulal       sebelum 

terjaldinyal   pelalnggalraln, misallnyal   bestuursdwalng (palksalaln pemerintalh). 

b. Salnksi punitif, alrtinyal  salnksi yalng ditujukaln untuk memberikaln hukumaln paldal  

seseoralng, misallnyal    aldallalh berupal   dendal    aldministraltif. 

c.   Salnksi   regresif,   aldallalh   salnksi   yalng   diteralpkaln   sebalgali   realksi   altals 

ketidalkpaltuhaln terhaldalp ketentualn yalng terdalpalt paldal  ketetalpaln yalng diterbitkaln. 
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Peneralpaln salnksi aldministraltif terhaldalp pelalku usa lhal  kosmetik ilegall  menurut 

Palsall 60 Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen, 

yalitu  : 

al.   Baldaln   Penyelesalialn   sengketal       konsumen   berwenalng   menjaltuhkaln   salnksi 

aldministraltif terhaldalp pelalku usalhal    yalng melalnggalr Palsall 19 alyalt (2) daln alyalt 

(3), Palsall 20, Palsall 25, daln Palsall 26. 

b. Salnksi aldministraltif berupal  penetalpaln galnti rugi palling balnyalk Rp. 200.000.000 

(dual   raltus jutal   rupialh). 

c. Taltal   calral   penetalpaln salnksi aldministraltif sebalgalimalnal    dimalksud paldal   alyalt (1) 

dialtur lebih lalnjut dallalm peralturaln perundalng-undalngaln. 

Salnksi aldministraltif seperti dilalralng untuk diedalrkaln, ditalrik dalri peredalraln, 

dicalbut izin edalr. Daln jugal   dengaln memberikaln suralt peringaltaln terhaldalp pelalku 

usalhal   yalng dikelualrkaln oleh pejalbalt BPOM, jikal   tetalp tidalk di lalksalnalkaln malkal  

alkaln dilalkukaln suralt peringaltaln kerals. Pencalbutaln izin jugal   bisal   dilalkukaln oleh 

pihalk BPOM yalng mengelualrkaln izin tersebut. Jikal   izin dikelualrkaln melallui lualr 

BPOM   malkal         BPOM   berhalk   untuk   memberikaln   suralt   rekomendalsi   untuk 

pencalbutaln  altalu  pembekualn  kepaldal     izin  usalhal      yalng  ditujukaln  untuk  instalnsi 

terkalit   yalng   mengelualrkaln   izin   tersebut.   Dengaln   aldalnyal        salnksi   tersebut 

dihalralpkaln  seseoralng  itu  tidalk  mengulalngi  kesallalhaln  altalu  melalkukaln  tindalk 

pidana lagi.26 

 

 

 
26 Mahrus Ali,(2015). “Dasar-Dasar Hukum Pidana.” Jakarta. h 194. 
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B. Peneralpaln Salnksi Pidalna l    Terhaldalp Pelalku Pengedalr Kosmetik Ilegall 

 
Pelalku    usalhal           yalng    dengaln    sengaljal           melalkukaln    pelalnggalraln    dallalm 

memproduksi, menjuall, daln altalu mengedalrkaln produk kosmetik dalpalt dikenalkaln 

salnksi pidalnal   sebalgalimalnal   telalh dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 36 Talhun 

2009 tentalng Kesehaltaln, yalitu sebalgali berikut : 

Palsall 196 

 
“  Setialp  oralng  yalng  dengaln  sengaljal     memproduksi  altalu  mengedalrkaln  sedialaln 

falrmalsi   daln/altalu   allalt   kesehaltaln   yalng   tidalk   memenuhi   stalndalr   daln/altalu 

persyalraltaln   kealmalnaln,   khalsialt   altalu   kemalnfalaltaln,   daln   mutu   sebalgalimalnal  

dimalksud dallalm Palsall 98 alyalt (2) daln alyalt (3) dipidalnal    dengaln pidalnal    penjalral  

palling lalmal  10 (sepuluh) talhun daln dendal  palling balnyalk Rp1.000.000.000,00 (saltu 

milialr rupialh)”. 

Palsall 197 

 
“ Setialp oralng yalng dengaln sengaljal    memproduksi altalu mengedalrkaln sedialaln 

falrmalsi  daln/altalu  allalt  kesehaltaln  yalng  tidalk  memiliki  izin  edalr  sebalgalimalnal  

dimalksud dallalm Palsall 106 alyalt (1) dipidalnal   dengaln pidalnal   penjalral   palling lalmal  

15 (limal     belals) talhun daln dendal     palling balnyalk Rp1.500.000.000,00 (saltu milialr 

lima l   raltus jutal   rupialh)”. 

Aldalpun salnksi pidalnal  sebalgalimalnal   yalng telalh dialtur dallalm Undalng- Undalng 

No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen, yalitu sebalgali berikut : 

Palsall 62 
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(1) Pelalku usalhal   yalng melalnggalr ketentualn sebalgalimalnal   dimalksud dallalm Palsall 

8, Palsall 9, Palsall 10, Palsall 13 alyalt (2), Palsall 15, Palsall 17 alyalt (1) huruf al, huruf b, 

huruf c, huruf e, alyalt (2), daln Palsall 18 dipidalnal   dengaln pidalnal   penjalral   palling lalmal  

5 (limal) talhun altalu pidalnal    dendal    palling balnyalk Rp.2.000.000.000,00 (dual   milialr 

rupialh). 

(2) Pelalku usalhal   yalng melalnggalr ketentualn sebalgalimalnal   dimalksud dallalm Palsall 

11, Palsall 12, Palsall 13 alyalt (1), Palsall 14, Palsall 16 daln Palsall 17 alyalt (1) huruf d 

daln huruf f dipidalnal    dengaln pidalnal    penjalral    palling lalmal    2 (dual) talhun altalu pidalnal  

dendal   palling balnyalk Rp. 500.000.000,00 (limal    raltus jutal   rupialh). 

(3) Terhaldalp pelalnggalraln yalng mengalkibaltkaln lukal  beralt, salkit beralt, calcalt tetalp 

altalu kemaltialn diberlalkukaln ketentualn pidalnal   yalng berlalku. 

Ketentualn  Palsall  62  ini  memberlalkukaln  dual      alturaln  hukum  sesuali  tingkalt 

pelalnggalraln   yalng   dilalkukaln   oleh   pelalku   usalhal,   yalitu   pelalnggalraln   yalng 

mengalkibaltkaln  lukal    beralt,  salkit  beralt,  calcalt  tetalp,  altalu  kemaltialn  diberlalkukaln 

ketentualn hukum pidalnal  sebalgalimalnal  dialtur dallalm Kitalb Undalng-undalng Hukum 

Pidalnal     (KUHP),  sementalral     di  lualr  dalri  tingka lt  pelalnggalraln  tersebut  berlalku 

ketentualn   pidalnal        tersebut   dallalm   Undalng-Undalng   Perlindungaln   Konsumen. 

Alpalbilal         dihubungkaln   dengaln   halk-halk   konsumen,   dalpalt   dikaltalkaln   balhwal  

ketentualn pidalnal   tersebut bertujualn untuk melindungi konsumen altals halk-halknyal  

sertal   untuk menciptalkaln perdalgalngaln yalng sehalt. 

Salnksi  pidalnal        talmbalhaln  yalng  dalpalt  dijaltuhkaln  terhaldalp  pelalku  usalhal  

sebalgalimalnal    Palsall 63 Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen, dalpalt berupal   : 
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al. Peralmpalsaln balralng tertentu. 

 
b Pengumumaln keputusaln halkim. 

 
c. Pembalyalraln galnti rugi. 

 
d. Perintalh penghentialn kegialtaln tertentu yalng menyebalbkaln timbulnyal    kerugialn 

konsumen. 

e. Kewaljibaln penalrikaln balralng dalri peredalraln. 

 
f. Pencalbutaln izin usalhal. 
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BAlB IV 

PENUTUP 

 
 

Al. Kesimpulaln 

 

Berdalsalrkaln penelitialn yalng telalh dilalksalnalkaln oleh penulis, malkal   kesimpulaln 

yalng dalpalt dialmbil dalri skripsi ini aldallalh 

 

1. Perlindungaln hukum aldallalh sualtu perlindungaln yalng diberikaln terhaldalp subyek 

hukum dallalm bentuk peralngkalt hukum balik yalng bersifalt preventif malupun yalng 

bersifalt  represif,  balik  yalng  tertulis  malupun  tidalk  tertulis,  dengaln  kaltal      lalin 

perlindungaln  hukum  sebalgali  sualtu  galmbalraln  dalri  fungsi  hukum,  yalitu  konsep 

dimalnal         hukum   dalpalt   memberikaln   sualtu   kealdilaln,   ketertibaln,   kepalstialn, 

kemalnfalaltaln daln kedalmalialn. Bentuk perlindungaln hukum yalng dalpalt diperoleh 

konsumen penggunal    kosmetik ilegall berdalsalrkaln Undalng-Undalng Perlindungaln 

Konsumen Nomor 8 Talhun 1999 terdalpalt paldal    Palsall 4, 7 daln 8 dimalnal     palsall- 

palsall  tersebut  mengaltur  tentalng  halk  konsumen,  kewaljibaln  pelalku  usalhal,  daln 

lalralngaln balgi pelalku usalhal. Perlindungaln hukum yalng beralsall dalri perjalnjialn palral  

pihalk yalng bersalngkutaln, dimalnal   dallalm permalsallalhaln produk kosmetik ilegall ini 

termalsuk dallalm perjalnjialn juall – beli. 

 

2. Alkibalt hukum dallalm mengedalrkaln kosmetik talnpal    aldalnyal    izin edalr BPOM, 

berdalsalrkaln Palsall 19 Undalng-undalng No. 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln 

Konsumen,  yalng  mengaltur  tentalng  pertalnggungjalwalbaln  pelalku  usalhal,  untuk 

memberikaln galnti rugi altals kerusalkaln, pencemalraln, daln/altalu kerugialn konsumen 

alkibalt mengkonsumsi balralng daln/altalu jalsal    yalng dihalsilkaln altalu diperdalgalngkaln 
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dengaln  ketentualn  balhwal       galnti  rugi  tersebut  dalpalt  dilalkukaln  dallalm  bentuk 

pengemballialn ualng altalu penggalntialn balralng daln/altalu jalsal  yalng sejenis altalu setalral  

nilalinyal,  altalu  peralwaltaln  kesehaltaln  daln/altalu  pemberialn  salntunaln  yalng  sesuali 

dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. Galnti rugi jugal  

halrus telalh diberikaln dallalm jalngkal    walktu 7 (tujuh) halri terhitung sejalk talnggall 

tralnsalksi. 

 

3. Peneralpaln  hukum  terhaldalp  salnksi  pidalnal     paldal     pelalku  usalhal     kosmetik  yalng 

memperdalgalngkaln kosmetik yalng tidalk memenuhi izin edalr yalng dialtur dallalm 

Palsall 62 Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 

 

- Alyalt (1) dipidalnal    dengaln pidalnal    penjalral    palling lalmal    5 (limal) talhun altalu pidalnal  

dendal   palling balnyalk Rp.2.000.000.000,00 (dual   milialr rupialh). 

 

- Alyalt (2) dipidalnal    dengaln pidalnal    penjalral    palling lalmal    2 (dual) talhun altalu pidalnal  

dendal   palling balnyalk Rp. 500.000.000,00 (limal    raltus jutal   rupialh). 
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B. Salraln 

 
1. Pelalku usalhal   dallalm mengedalrkaln produk kosmetikal   halrus memperhaltikaln 

halk-halk konsumen daln kewaljibalnnyal    sebalgali pelalku usalhal    sebalgalimalnal   yalng 

telalh ditetalpkaln dallalm Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen. Selalin itu 

pelalku usalhal   dallalm menjallalnkaln usalhalnyal   sebaliknyal   menunjukkaln itikald balik 

dengaln memberikaln informalsi yalng jelals daln jujur tentalng produk kosmetikal  

yalng dijuallnyal. 

2. Konsumen penggunal   produk kosmetik sudalh sehalrusnyal  teliti daln cermalt dallalm 

membeli  produk  kosmetik.  Konsumen  perlu  melalkukaln  pengecekaln  sebelum 

membeli daln menggunalkaln produk kosmetik. Konsumen halrus mencalri informalsi 

mengenali produk kosmetik sehinggal   terhindalr dalri produk-produk berbalhalyal   yalng 

dalpalt merugikaln balgi dirinyal. Sehubungaln dengaln hall tersebut, malkal   diperlukaln 

pengalwalsaln  lebih  ketalt  lalgi  oleh  lembalgal      negalral       yalitu  BPOM  untuk  lebih 

memperhaltikaln  peredalraln  kosmetik  di  Indonesial      daln  memberikaln  binalaln  altalu 

sosiallisalsi terhaldalp malsyalralkalt untuk lebih teliti dallalm membeli produk kosmetik 

di  palsalraln  gunal      memenuhi  alspek  kenyalmalnaln,  kealmalnaln,  sertal      keselalmaltaln 

dallalm kegialtaln juall beli produk kosmetik. 

3. Perlu dialdalkaln pelalksalnalaln penyuluhaln altalu sosiallisalsi hukum dengaln rutin 

kepaldal   malsyalralkalt daln palral   pelalku usalhal   algalr kesaldalraln terhaldalp hukum dallalm 

malsyalralkalt   itu   meningkalt   daln   malsyalralkalt   jugal       mendalpaltkaln   pengetalhualn 

mengenali penggunalaln daln peredalraln kosmetik ilegall. 
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